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Masyarakat Samaenre pada umumnya memiliki lahan pertanian yang luas, 
dengan demikian mereka pun membutuhkan tenaga kerja dalam menanam, merawat 
dan memanen hasil pertanian. Sehingga banyak masyarakat dari luar daerah sebagai 
migran yang datang untuk mencari pekerjaan agar mampu memenuhi kebutuhan 
hidupnya tercukupi. Masalah pada penelitian ini adalah bagaimana praktek kerjasama 
akad Muzara’ah antara Buruh Migran dengan Pemilik Lahan pertanian di Samaenre 
Kabupaten Pinrang. Adapun tujuan untuk mengetahui tentang praktek muzara‟ah yang 
berlaku di masyarakat samaenre. penelitian ini merupakan jenis penelitian Kualitatif 
dengan pendekatan studi kasus lapangan (Case and Field Study), dengan sumber data 
primer (informan penelitian) dan sumber data sekunder. Pengumpulan data dalam 
penelitian kali ini dilakukan melalui kegiatan observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Informan dalam penelitian adalah kepala desa, buruh migran dan pemilik lahan. 
pengolahan data digunakan metode deduktif, adapun langkah yang digunakan dalam 
analisis data yakni, reduksi data, penyajian data dan kemudian penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses kerjasama yang dilakukan 
antara pemilik lahan dengan penggarap di desa Samaenre antara dua pihak ini, pertama 
mereka membicarakan kesepakatan secara lisan, penyediaan bibit, pupuk, lahan, 
pestisida dan semua biaya perawatan ditanggung oleh pemilik lahan sedangkan 
penggarap hanya menyediakan tenaga dan waktu. Pembagian hasil panen yang 
dilakukan umumnya dalam bentuk uang, kerjasama yang dilakukan di Desa Samaenre 
memiliki kesesuaian dengan akad muzara’ah. Meskipun akad yang digunakan di Desa 
Samaenre tidak menyebutkan secara spesifik sebagai akad muzara’ah, namun secara 
substansial akad tersebut mencakup dari akad muzara’ah, kerjasama dibidang pertanian 
menujukkan bahwa bagi hasil yang dilakukan antara pemilik lahan dan buruh migran 
memberikan dampak positif baik secara material maupun secara spiritual, ini bisa 
dilihat dalam kerjasama bermasyarakat di Desa Samaenre sangat harmonis. 






A.  Latar Belakang  
Indonesia memiliki potensi besar di bidang pertanian, sektor pertanian di 
Indonesia termasuk industri pengolahannya merupakan sektor strategis karena 
menyumbang ± 27% PDB nasional, selain menyumbang PDB nasional sektor pertanian 
di Indonesia juga merupakan mata pencaharian sebagian besar masyarakat Indonesia.1 
Pertanian adalah satu sektor yang mendapatkan perhatian dari masyarakat, bahkan 
pertanian merupakan mata pencarian pokok bagi sebagian besar penduduk pedesaan, 
wajar jika Indonesia mendapatkan julukan sebagai negara agraris. Desa sebagai 
penyuplai sumber kebutuhan masyarakat kota berperan penting dalam menjaga 
ketersediaan sumber makanan pokok bagi seluruh masyarakat.2 Sebagian besar 
makanan pokok masyarakat Indonesia diperoleh melalui pertanian, Lahan pertanian di 
Indonesia yang memiliki kontur tanah yang subur cocok untuk ditanami berbagai 
macam tanaman misalnya, padi, gandum, kedelai, karet, tembakau, tebu, cengkeh, kopi 
dan masih banyak lagi tanaman lainnya. 
Menurut Badan Pusat Statistik Pada tahun 2000, kesempatan kerja sektor 
pertanian menempati posisi dominan dengan proporsi 45,28% dari total kesempatan 
                                                             
1Ayu Rindia Loesasi, “Pengaruh Mekanisasi Pertanian Padi Terhadap Penyerapan Tenaga 
Kerja di Desa Sukowiyono Kecamatan Pada Kabupaten Ngawi”, Swara Bhuni e-jurnal Pendidikan 
Geografi FIS Unesa 2, no.1, (2013): h. 268. 
2Dindin Nasruddin, Meliril potensi Desa Menuju Masyarakat Sejahtera, (Jakarta: CV karya 




kerja yang mencapai 89,84% juta orang. Menurut status pekerjaan, kesempatan kerja 
buruh (karyawan) mencapai 32,83% atau sebesar 29,49 juta orang. Kesempatan kerja 
buruh di sektor pertanian mencapai 5,38% juta orang atau 13,23% dari total 
kesempatan kerja sektor pertanian yang besarnya 40,68 juta orang.3 Pembangunan 
pertanian merupakan upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat tani, yang dicapai 
melalui investasi teknologi, pengembangan produktivitas tenaga kerja, pembangunan 
prasarana ekonomi, serta penataan dan pengembangan kelembagaan pertanian.4 
Peranan sektor pertanian dalam perekonomian nasional sangat penting dan strategis, 
hal ini terutama karena sektor pertanian masih memberikan lapangan pekerjaan bagi 
sebagian besar penduduk yang ada di pedesaan dan menyediakan bahan pangan bagi 
penduduk.5 Status kerja buruh menempati posisi keempat di sektor pertanian setelah 
kategori berusaha dibantu oleh keluarga/buruh tidak tetap, pekerja keluarga, dan 
berusaha sendiri. Seperti halnya pekerja agregat nasional, dalam sektor pertanian, 
kategori status pekerjaan berusaha dengan buruh menempati posisi peringkatan 
terakhir. Selama periode 1995-2000, posisi pekerja sebagai buruh disektor pertanian 
                                                             
3I wayan Rusastra dan M. Suryadi “Ekonomi Tenaga Kerja Pertanian dan Implikasi dalam 
Peningkatan Produksi dan Kesejahteraan Buruh Tani”, Jurnal Litbang Pertanian 23, no.3, (2003): h. 91-
92. 
4Sri Hery Susilowati, “Gejala Pergeseran Kelembagaan Upah Pada Pertanian Padi Sawah”, 
Forum Penelitian Agro Ekonomi 23 no.1, (2005): h. 48. 
5Dwi Sadono, “Pemberdayaan Petani: Paradigma Baru Penyuluhan Pertanian di Indonesia”, 




relatif satgnan yang proporsinya pada tahun 2000 mencapai 13,23% (5,38 juta orang) 
dari total kesempatan kerja sektor pertanian sekitar 40,68 juta orang.6  
Penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian sangat erat kaitannya dengan 
keterjangkauan lingkungan dan kuatnya minat investasi pada komoditas ini Tenaga 
kerja di sektor ini terkait dengan kelas sosial masyarakat yang bersangkutan. Petani 
kaya lebih banyak menggunakan traktor, sementara buruh tani, petani kelas menengah 
lebih banyak menggunakan tenaga pertanian, dan petani miskin atau kecil 
menggunakan tenaga kerja keluarga dan persahabatan. Tenaga kerja di sektor pertanian 
terdiri dari buruh tani yang berasal dari daerah setempat dan dari luar daerah.7 Aspek 
ketenagakerjaan di pedesaan pada umumnya dilakukan dengan hubungan yang bersifat 
bebas, diantaranya sistem hubungan kerja dengan upah harian lepas, dengan upah 
borongan, sistem upah berdasarkan persen-an dan lainnya. Dalam menentukan tingkat 
upah peran pemerintah relative kecil, bagi buruh tani sumber pendapatan dari kegiatan 
menjadi buruh tani, memberikan kontribusi yang besar dalam perekonomian rumah 
tangga. Para buruh tani sebagai pihak penyedia tenaga kerja, dengan adanya hubungan 
kerja yang disepakati merupakan jaminan tersedianya kesempatan kerja, dalam arti 
mendapat kemudahan dalam mencari pekerjaan.8 
                                                             
6I wayan Rusastra dan M. Suryadi “Ekonomi Tenaga Kerja Pertanian dan Implikasi dalam 
Peningkatan Produksi dan Kesejahteraan Buruh Tani”, Jurnal Litbang Pertanian 23, no.3, (2003): h. 92. 
7Opan S. Suwartapradja, “Kolektivitas Tenaga Kerja Dalam Pertanian”, Jurnal Kependudukan 
Padjadjaran 10, no.1, (2008): h. 37. 
8Roosgandha Elizabeth, “Revitalisasi Ketenagakerjaan dan Kesempatan Kerja Terkait strategi 
dan Kebijakan Pembangunan pertanian dan Pedesaan”, Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian 7, no.3, 




Cari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup untuk terus hidup, dan Allah 
akan memberikannya kepada umat manusia seutuhnya, selama tidak melewati batas 
yang ditentukan atau digariskan oleh agama. Untuk mencapai kesejahteraan yang 
dibutuhkan manusia telah melakukan berbagai aktivitas, dalam Islam wilayah 
muamalah mengaturnya. Untuk mencapai kemakmuran, masyarakat bahkan 
diperbolehkan saling bekerjasama. Salah satu bentuk kerjasama yang bisa dilakukan 
yakni kerjasama bidang pertanian yakni kerjasama antara pemilik tanah dan petani 
kecil dalam pengelolaan lahan pertanian. Kedepan, hasil kerjasama akan dibagi sesuai 
kesepakatan yang telah dicapai sebelumnya. Islam sangat mementingkan kegiatan 
pertanian dan cabang-cabangnya.9 
Tanah atau lahan adalah hal yang penting dalam sektor pertanian. Ajaran Islam 
menganjurkan untuk memanfaatkan bumi sebagai sumber penghidupan bagi manusia 
dengan cara-cara yang sesuai dengan firman Allah dan hadist Rasulullah SAW, dan 
jangan membuat kerusakan di muka bumi yang Allah telah ciptakan ini. Allah SWT 
berfirman dalam Al-Qur’an surat Al-A’raf ayat 58 sebagai berikut: 
ي َخبُثَ  ُف ٱۡۡلٓيََٰ  َوٱۡلبَلَدُ ٱلطَّي ُِّب يَۡخُرُج نَبَاتُهۥُ بِّإِّۡذنِّ َرب ِّهِّۦۖ َوٱلَّذِّ لَِّك نَُصر ِّ
ٗدۚا َكذََٰ  تِّ لِّقَۡوٖم يَۡشُكُروَن  ََل يَۡخُرُج إَِّلَّ نَكِّ
Terjemahnya: 
“Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah; 
dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. 
                                                             
9Dias Rizqi Wardani & Siti Inayatul Faizah “Kesejahteraan Petani Penggarap Sawah Pada 
Penerapan Akad Muzara’ah Dengan Pendekatan Maqashid Syari’ah Di Tulungagung” Jurnal Ekonomi 




Demikianlah Kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang 
yang bersyukur.”10 
Bagi hasil dalam pertanian merupakan bentuk pemanfaatan tanah di mana 
pembagian hasil terdapat dua unsur produksi, yaitu modal dan kerja dilaksanakan 
menurut perbandingan tertentu dari hasil tanah. Dalam Islam terdapat berbagai akad 
bagi hasil dalam bidang pertanian, di antaranya adalah Muzara’ah dan Mukhabarah, di 
dalam kedua akad ini terdapat pihak yang mengikrarkan dirinya untuk menyerahkan 
sebidang tanah pertanian sedangkan pihak lain mengelola lahan pertanian tersebut. 
Sedangkan mengenai hasil panen yang diperoleh di bagi sesuai kesepakatan 
sebelumnya, sehingga diharapkan dari bagi hasil ini akan diperoleh kesejahteraan yang 
merata diantara penggarap maupun pemilik lahan tersebut.11 
Bentuk kerjasama pertanian dengan istilah muzara’ah, mukhabarah, dan 
muzaqah sering dipandang sebagai model yang memberikan keunggulan umum dan 
khusus. Kerja sama yang ada dapat membantu perkembangan ekonomi petani dan 
meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerahnya. Pola kerjasama pada bidang 
pertanian dinamakan dengan sistem muzaraah dalam ekonomi Islam. Dimana sistem 
Muzaraah itu adalah akad kerjasama antara pemilik lahan dan pekerja dimana yang 
menyediakan lahan, bibit, dan alat pertanian adalah pemilik lahan dan ketika panen 
                                                             
10Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jawa Barat: CV Penerbit Diponegoro, 
2010), h. 225. 
11Abdul Muttalib, “Analisis Sistem Bagi Hasil Muzara’ah Dan Mukhabarah Pada Usahatani 
Padi Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Keluarga Petani Penggarap Dan Pemilik Lahan Di 




hasilnya akan dibagi sesuai kesepakatan.12 Pada dasarnya inti dari mekanisme bagi 
hasil terletak pada kerja sama yang baik antara pemilik lahan dan buruh tani, kerja sama 
atau parthenship merupakan karakter dalam masyarakat ekonomi Islam.  
Sistem seperti itu diterapkan pada zaman Rasulullah. Saat menyerahkan tanah 
Haibar kepada orang Yahudi melalui sistem bagi hasil. Seperti yang dikatakan Hadits 
Imam Al-Bukhori dari Ibn Umar. 
َى هللاُ َعنهُ )أَنَّ َرسُوُل هللاِّ َصلَّى ُللُا َعلَي خُرُج هِّ َو َسلََّم َعاَمَل أَهَل َخيبََر بَشطٍر ماَيَ َعنِّ ابِّن عَُمُرَرضِّ
ي ن ثََمٍر أَو َزرعٍ(  أَخَرَجهُ البَُخارِّ نَها مِّ  مِّ
Artinya: 
“Dari Ibnu Umar r.a bahwasanya Rasulullah saw. menandatangani perjanjian 
dengan penduduk khaibar untuk memanfaatkan tanah dengan persyaratan 
separuh dari tanah itu yang berupa sayuran dan buah-buahan.” 
Hadits tersebut di atas menjadi salah satu hadits yang digunakan oleh mayoritas 
ahli hukum Islam sebagai argumentasi untuk mendukung sudut pandang mereka bahwa 
pembagian hasil panen adalah halal di dasarkan argumentasi bahwa Nabi saw. 
Menurut jumhur ulama syarat-syarat muzara’ah antara lain penandatangan 
akad, benih yang akan ditanam, tanah yang akan diolah, hasil panen, dan masa berlaku 
akad. Penjelasan di atas dengan jelas menunjukkan bahwa praktek muzara’ah harus 
berdasarkan bentuk tertulis atau lisan atau atas dasar adanya kesepakatan terlebih 
dahulu, dan pelaksanaannya harus sesuai dengan apa yang pernah Nabi saw. lakukan 
                                                             
12Darmawita dan Rahmawati Muin, “Penerapan Bagi Hasil Pada Sistim Tesang (Akad 
muzara’ah) Bagi Masyarakat Petani Padi Di Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa”, 




pada masa itu.13 Ajakan Islam diintegrasikan ke dalam ibadah dan muamalah, dan 
berbagai bentuk kegiatan seperti pertanian, perkebunan, perikanan, industri, dan 
perdagangan. Pekerjaan apapun tetap dipandang sebagai bagian dari ibadah dan jihad 
selama konsistensi mukallaf bersinergi dengan peraturan Allah yang berlandaskan 
ketulusan.14 
Kabupaten Pinrang memiliki potensi sumber daya alam yang besar khususnya 
pada sektor pertanian. Kabupaten ini terdiri dari 12 kecamatan dan 69 desa. Salah 
satunya ialah di desa Samaenre kecamatan Mattiro Sompe. Dimana usaha ekonomi 
masyarakat di desa ini mengandalkan sektor pertanian sebagai tonggak perekonomian. 
Masyarakat Samaenre pada umumnya memiliki lahan pertanian yang luas, dengan 
demikian mereka pun membutuhkan tenaga kerja dalam menanam, merawat dan 
memanen hasil pertanian. Sehingga banyak masyarakat dari luar daerah sebagai migran 
yang datang untuk mencari pekerjaan agar mampu memenuhi kebutuhan hidupnya 
tercukupi. 
Dari pengamatan penulis terhadap kerjasama pertanian antara pemilik lahan 
dan buruh tani migran khususnya pada masyarakat desa Samaenre kecamatan Mattiro 
Sompe, ditemukan buruh tani migran yang mampu bertahan dalam waktu yang lama. 
kerjasama dibidang pertanian ini, khususnya di desa Samaenre kecamatan 
                                                             
13Darmawita dan Rahmawati Muin, “Penerapan Bagi Hasil Pada Sistim Tesang 
(Akadmuzara’ah) Bagi Masyarakat Petani Padi Di Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten 
Gowa”, Jurnal Iqtisaduna 2, no. 1, (2016): h. 4. 
14Firman Muh. Arif, “Muzara’ah dan Pengembangan Ekonomi Umat di Pedesaan”, Al-Amwal 




Mattirosompe Kabupaten Pinrang, ditemukan sebagian pemilik lahan memberikan 
lahannya, tanpa pengawasan langsung. Bagi para pekerja yang tidak dapat dipercaya 
dapat memanfaatkannya untuk digunakan sendiri tanpa adanya pengawasan seperti itu. 
Kondisi ini sering terjadi di masyarakat. Berdasarkan fenomena yang ada maka penulis 
tertarik untuk mengkaji masalah ini dan mengangkatnya dalam suatu karya ilmiah 
dengan judul “Pola Kemitraan Akad Muzara’ah Antara Buruh Migran Dengan 
Pemilik Lahan Pertanian Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Di Samaenre 
Kabupaten Pinrang”. 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
  Fokus penelitian merupakan suatu objek yang akan digunakan sebagai 
pedoman dan arahan oleh penulis dalam melakukan penelitian untuk memperoleh 
dalam proses wawancara dan observasi maupun interview. Selain itu, fokus penelitian 
juga merupakan batasan ruang dalam pembahasan penelitian. Tujuan dari fokus 
penelitian ini agar penelitian yang dilakukan tidak sia sia karena ketidak jelasan dalam 
pembahasan. Dengan demikian yang menjadi fokus penelitian ini adalah terkait 
bagaimana pelaksanaan kerjasama antara tenaga kerja migran dengan pemilik lahan di 
desa Samaenre kecamatan Mattirosompe kabupaten Pinrang. 
  Untuk menyusun dan menganalisa yang akan di tulis oleh peneliti yang 
mendekati dengan judul penelitian ini, maka peneliti berupaya mengemukakan 




Dengan Pemilik Lahan Pertanian Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Di Desa 
Samaenre Kabupaten Pinrang. 
  Bagi hasil sistem muzara’ah berdampak pada sektor pertumbuhan sosial 
ekonomi adanya rasa saling tolong-menolong atau saling membutuhkan antara pihak-
pihak yang bekerjasama.15 Muzara’ah merupakan salah satu pilihan untuk membangun 
suatu kerja sama dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Muzara’ah 
terdapat pihak yang menyerahkan sebidang lahannya, sedangkan pihak lain mengelola 
lahan tersebut untuk ditanami. Hasil panen yang diperoleh dibagi sesuai kesepakatan 
sebelumnya. Kerja sama dalam bentuk Muzara’ah menurut kebanyakan ulama fiqih 
hukumnya mubah (boleh). Penggarapan tanah tidak boleh adanya unsur-unsur yang 
tidak jelas, seperti pemilik tanah mendapat bagian tanaman bagian dari tanah sebelah 
sini, dan sipenggarap mendapatkan tanaman di tanah sebelah sana. Hal ini dikatakan 
tidak jelas karena hasilnya belum ada, bias jadi bagian tanaman dari sebelah sini yaitu 
pemilik lahan bagus dan bagian sebelah sana gagal panen ataupun sebaliknya. Dan bila 
keadaan ini terjadi maka ada satu pihak yang dirugikan. Pada hal muzara’ah termasuk 
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Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
N0 Fokus penelitian Deskripsi Fokus 
1  Konsep kemitraan dalam pertanian - Ikatan kerjasama antara dua 
pihak atau lebih 
- Didasari pada asaa keterbukaan, 
transparansi, dan keuntungan 
- Bertujuan menjamin 
kualitas,kuantitas dan 
kontinuitas 
2 Muzara’ah  - Ikatan kerjasama antara pemilik 
lahan dan penggarap (Buruh 
migran 
- Penyedi alat produksi dan 
pengelolaan 
- Pembagian hasil panen 
3  Buruh tani & imigrasi - Pekerja Dilahan milik orang 
lain 
- Perpindahan melewati batas 
administrasi wilayah 





4  Relasi pemilik lahan dan penggarap - Hak dan kewajiban 
- Hubungan diluar hubugan kerja 
5 Kesejahteraan - Kualitas hidup 
- Aspek Ekonomi 
 
C. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana pelaksanaan kerjasama antara tenaga kerja migran dengan pemilik 
lahan di masyarakat Desa Samaenre. 
2. Bagaimana pelaksanaan kerjasama antara tenaga kerja migran dengan pemilik 
lahan dalam Akad Muzara’ah di Desa Samaenre 
3. Bagaimana Akad Muzara’ah meningkatkan Kesejahteraan Buruh Tani Migran 
di Desa Samaenre 
D. Kajian Pustaka 
Berbagai hasil penelusuran karya ilmiah berupa hasil penelitian terhadap 
beberapa literatur, penulis belum menemukan kajian yang serupa dengan penelitian 
penulis, baik dari segi judul dan masalah yang dibahas. Namun terdapat beberapa 
rujukan yang memiliki kaitan penelitian lapangan (filed research) dan literatur pustaka 
(library research) berupa jurnal-jurnal yang memiliki kajian terkait dengan masalah 
yang penulis teliti dan dapat dijadikan sumber inspirasi dalam menuangkan ide-ide dan 





Tabel 1.2 Kajian Pustaka 










kualitatif, metode yang 
digunakan dalam 
penelitian ini adalah 
kualitatif 
Hasil penelitiannya menunjukkan 
bahwa akad dilakukan atas dasar 
bantuan dan kepercayaan. 
Perjanjian itu disebut maro, dan 
pemilik dan penggarap sepakat 
untuk membagi hasil menjadi dua 
bagian, dengan syarat pemilik 
menyerahkan tanah dan modal 
produksi (seperti benih padi, dll), 
sedangkan penggarap 
menyediakan alat dan tenaga. 
Menurut hukum ekonomi Syariah, 
akad muzara‟ah dilakukan 
berdasarkan rukun dan syarat, 
sehingga apabila syarat-syarat 





Jenis penelitian ini adalah 
penelitian kualitatif 
deskriptif 
penelitian yang dilakukan 
menunjukkan bahwa pembagian 
hasil panen yang dilakukan 
masyarakat desa Datara 
Kecamatan Tompobulu Kabupaten 
Gowa belum sepenuhnya 
dilakukan berdasarkan aturan 
dalam Islam. Proses transaksi 
sistim tesang (akad muzara’ah) di 
Desa Datara Kecamatan 
Tompobulu Kabupaten Gowa 
dapat dikategorikan kerjasama 
yang sah karena saling 




yaitu adanya unsur saling rela dan 
merupakan adat/kebiasaan. 
Dipandang dari perspektif 
ekonomi Islam, sistim tesang 
(akad muzara’ah) yang 
dilaksanakan di desa Datara 
Kecamatan Tompobulu Kabupaten 
Gowa sebagian besar sudah sesuai 
dengan asas ekonomi Islam, yaitu: 
asas kesukarelaan, asas keadilan, 
asas saling menguntungkan, dan 
asas saling tolong menolong. 
Abdul Muttalib, 
(2015) 
Metode yang digunakan 
adalah metode penelitian 
kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa pelaksanaan konsep bagi 
hasil nyakap yang dilakukan 
masyarakat di Kecamatan Praya 
Timur pelaksanaannya sebagai 
berikut : Konsep nyakap yang 
dilakukan masyarakat di 
Kecamatan Praya Timur pada 
dasarnya sama dengan konsep 
Muzara’ah dan Mukhabarah yang 
ada dalam Islam dengan 
pelaksanaannya sebagai berikut: 
Akadnya dilakukan hanya dengan 
mengucapkan dengan lisan saja, 
biaya ada dua macam yakni biaya 
keseluruhan dari pemilik lahan 
(Muzara’ah) dan biaya yang 
ditanggung oleh penggarap 
(Mukhabarah), sedangkan untuk 
pembagian hasil dilaksanakan 
dengan mengurangi biaya 
pengerjaan terlebih dahulu dan 
alokasi bagi hasil ini masih pada 
tatanan konsumsi bagi penggarap 




alokasinya lebih terarah kepada 
persediaan untuk masa depan, 
dengan menabungkan hasil dari 
pembagian usahatani padi 
tersebut. Dalam tatanan 
kesejahteraan petani penggarap 
lahan di Kecamatan Praya Timur 
baru terpenuhi pada tatanan 
kebutuhan dharuriyah nya saja. 
Sedangkan pemilik lahan sudah 
lebih kompleks dalam pemenuhan 







kerjasama pertanian yang 
dilakukan oleh petani penggarap 
sawah dan petani pemilik sawah 
menggunakan akad muzara’ah 
dengan pendekatan maqashid 
syari’ah yang diadakan oleh 
kelompok tani “Krido Tani” di 
Desa Sodo Kecamatan Pakel 
Kabupaten Tulungagung dapat 
meningkatkan kesejahteraan 
petani penggarap sawah. 
Kerjasama tersebut membawa 
dampak positif bagi kehidupan 
sehari-hari dan membantu 
meningkatkan perkonomian 






penelitian lapangan (field 
researc), dan sifat 
penelitian adalah deskiptif 
kualitatif 
Di Desa Alur Nyamuk Kecamatan 
Birem Bayeun bahwa muzara'ah 
yang dilakukan antara pemilik 
tanah dan petani penggarap tidak 
sesuai dengan akad perjanjian. 
Dalam perjanjian sebelumnya, 
pemilik tanah telah mencapai 




penghuni, dan penggarap 
bertanggung jawab untuk 
memelihara dan merawat kebun 
atau tanaman dan benih. Sampai 
panen raya, masyarakat belum 
menyadari bagi hasil yang sama, 
yakni pemilik tanah telah 
membawa manfaat lebih bagi hasil 
panen. Keuntungan pemilik tanah 
mencapai 60% -70% dan tidak 
berdasarkan pembagian 
keuntungan yang sama seperti 
perjanjian sebelumnya. Namun 
dengan demikian akad muzara'ah 
yang dilakukan antara pemilik 
tanah dan petani penggarap yang 
ada di Desa Alur Nyamuk 
Kecamatan Birem Bayeun tidak 
sesuai dengan syariat islam 
 
 
E. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini, yakni sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama antara tenaga 
kerja migran dengan pemilik lahan di masyarakat desa Samaenre. 
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kerjasama antara tenaga kerja 
migran dengan pemilik lahan dalam Akad Muzara’ah di desa Samaenre. 
3. Untuk mengetahui bagaimana Akad Muzara’ah meningkatkan Kesejahteraan 




F. Manfaat Penelitian 
Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian peneletian dan tujuan 
yang ingin dicapai, maka diharapakan penelitian ini dapat memberikan manfaat 
maupun konstribusi sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoretis 
Penelitian ini mencoba untuk mengkaji pelaksanaan kerjasama pertanian antara 
buruh tani migran dan pemilik lahan dalam akad muzara’ah terkhusus pada desa 
Samaenre. Merujuk pada tujuan maka penelitian ini memiliki manfaat secara teoritis 
yakni untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan akad muzara’ah di desa Samaenre. 
Muzara'ah adalah pilihan untuk menjalin kemitraan dengan tujuan menyejahterakan 
masyarakat. Didalam Muzara‟ah terdapat pihak yang menyerahkan sebidang lahannya, 
sedangkan pihak lain mengelola lahan tersebut untuk ditanami. Penggarapan tanah 
tidak boleh adanya unsur-unsur yang tidak jelas, muzara‟ah termasuk dari kerja sama 
yang harus menanggung keuntungan maupun kerugian bersama-sama. Selain itu 
penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat berupa pengetahuan tentang 
pengaruh dari kerjasama akad muzara’ah ini terhadap petani baik pemilik lahan 
maupun buruh migran. 
2. Manfaat Praktis  
Secara umum penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran atau masukan 
sebagai pengetahuan dan bahan perbaikan bagi pembaca. Hasil penelitian ini dapat 




muzara’ah. Penelitian ini juga dapat dijadikan acuan maupun referensi untuk mengkaji 
lebih lanjut mengenai pelaksanaan kerjasama dalam bidang pertanian yang melibatkan 







A. Konsep Kemitraan  
Kemitraan dilihat dari perspektif etimologis diadaptasi dari kata partnership, 
dan berasal dari akar kata partner. Partner dapat diterjemahkan “pasangan, jodoh, 
sekutu, atau kampanyon”. Makna partnership yang diterjemahkan sebagai persekutuan 
atau perkongsian. Kemitraan bisa diartikan sebagai persekutuan antara dua atau lebih 
peserta yang membentuk ikatan kerjasama yang mengacu atas kesepakatan dan 
kesadaran akan kebutuhan bersama untuk meningkatkan kemampuan suatu bidang 
usaha atau tujuan tertentu. Hasil yang bagus bisa didapat.16 Menurut Kamus Besar 
Bahasa Indonesia, arti kata mitra adalah teman, kawan kerja, rekan. Pada saat yang 
sama, kemitraan mengacu pada hubungan atau kemitraan sebagai mitra. Dijelaskan 
Hafsah, konsep kemitraan merupakan strategi bisnis yang dijalankan oleh dua pihak 
atau lebih dalam kurun waktu tertentu, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan 
bersama dengan prinsip mutual demand dan common growth.17 
Kemitraan adalah hubungan antar pelaku yang didasarkan pada ikatan yang 
saling menguntungkan dalam hubungan kerja yang sinergis.18 Kemitraan secara umum 
akan terjalin bila mana terdapat pihak yang merasakan adanya kelemahan 
implementasi bila sebuah pembangunan hanya menjadi focus of interest satu pihak 
                                                             
16Ambar Teguh Sulistiyani, Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan, (Yogyakarta: Gaya 
Media, 2004), h. 129. 
17Muhammad Jafar Hafsah, Kemitraan Usaha, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999), h. 43. 
18Devi Asiati dan Nawawi” Kemitraan Di Sektor Perikanan Tangkap: Strategi Untuk 




saja. Dengan kata lain bahwa kemitraan sejatinya merupakan solusi yang tepat bagi 
pihak yang mencita-citakan adanya percepatan progress pembangunan. Kemitraan 
merupakan model pengelolaan sumber daya yang tepat bila terkait dengan barang 
publik (public goods) dalam kemitraan, seluruh elemen mendapatkan apa yang menjadi 
kebutuhannya. Secara umum, prinsip-prinsip kemitraan adalah persamaan atau 
equality, keterbukaan atau transparansi dan saling menguntungkan atau mutual benefit. 
Sejatinya membangun kemitraan sangatlah penting untuk membuka akses menuju 
kemandirian masyarakat terutama dalam memasarkan hasil produksinya atau bermitra 
dalam program meningkatkan hasil produksinya. Disamping itu, membangun 
kemitraan merupakan salah satu mata tugas dari seorang Fasilitator, selain komunikasi 
dan mengorganisasikan masyarakat. Kemitraan hanya dapat berlangsung secara efektif 
dan berkesinambungan jika kemitraan dijalankan dalam kerangka berfikir 
pembangunan ekonomi, dan bukan semata-mata konsep sosial yang dilandasi motif 
belas kasihan atau kedermawanan.19 
Salah satu konsep dasar kemitraan adalah penjalinan kerjasama antara dua 
pihak atau lebih dalam kegiatan usaha tertentu, di mana pihak-pihak yang bekerja 
(bermitra) mempunyai kedudukan yang “sejajar” (equal standing). Proses kemitraan 
akan terjadi dan benar-benar dapat disebut kemitraan apabila prinsip-prinsip dasarnya 
dipenuhi, yakni saling membutuhkan, saling melengkapi, saling menguntungkan dan 
saling memperkuat. Kemitraan tidak tercapai berdasarkan perubahan-perubahan yang 
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datangnya dari “perintah atasan” dan tidak akan berlangsung secara mendadak atau 
“tiba-tiba”. Proses kemitraan timbul melalui proses evolusi sebagai buah usaha dari 
pihak-pihak yang bermitra dalam kedudukan yang sejajar dan memiliki komitmen yang 
sama.20 
Manfaat dari adanya kemitraan adalah terjaminnya kualitas, kuantitas dan 
kontinuitas serta memberikan dampak sosial yang cukup tinggi yakni menghasilkan 
persaudaraan antara pelaku ekonomi yang berbeda status dalam pelaksanaan 
kemitraan. Pelaksanaan kemitraan antara petani didasarkan pada prinsip saling percaya 
dan saling menguntungkan.Kemitraan memiliki prinsip-prinsip dalam pelaksanaannya. 
Wibisono merumuskan tiga prinsip penting dalam kemitraan, pertama Kesetaraan atau 
keseimbangan (equity). Pendekatannya bukan top down atau bottom up, bukan juga 
berdasarkan kekuasaan semata, namun hubungan yang saling menghormati, saling 
menghargai dan saling percaya. Untuk menghindari antagonisme perlu dibangun rasa 
saling percaya. Kesetaraan meliputi adanya penghargaan, kewajiban, dan ikatan. 
Kedua Transparansi. Transparansi diperlukan untuk menghindari rasa saling curiga 
antar mitra kerja. Meliputi transparansi pengelolaan informasi dan transparansi 
pengelolaan keuangan. Ketiga Saling menguntungkan.Suatu kemitraan harus 
membawa manfaat bagi semua pihak yang terlibat.21 
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15, No.2, (2000): h.188-189. 





B.  Muzara’ah 
Secara etimologis, Muzara'ah diambil dari kata az-zar' yang berarti 
menaburkan benih ke dalam tanah atau menanam. Dalam Ensiklopedi Hukum Islam 
disebutkan muzdra'ah berarti kerjasama di bidang pertanian antara pemilik lahan dan 
petani penggarap.22 Muzara'ah adalah kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap, 
dan kesepakatan bagi hasil dicapai berdasarkan kesepakatan bersama. Terlepas dari 
apakah pemilik tanah atau penggarap, sistem muzara'ah lebih menguntungkan daripada 
sistem ijarah (sewa tanah) karena pemilik tanah dapat berbagi bagi hasil (muzara'ah) 
ini, dan biaya bagi hasil ini jika penggarap tanah mengalami gagal panen, kerugiannya 
tidak besar dibandingkan dengan lahan yang diolah.23 
Muzara’ah menurut imam madzhab, Imam Hanafi mendefinisikan kata 
muzara’ah berarti akad bagi hasil atas pengelolaan lahan untuk pertanian.  Imam Malik 
berpendapat bahwa muzara’ah, mengandung makna kerjasama dalam hal bercocok 
tanam. sedangkan Imam Syafi’i mendefinisikan kata muzara’ah yaitu suatu pekerjaan 
atas suatu lahan dari si pemilik lahan kepada si penggarap dimana benih tanaman 
berasal dari si pemilik lahan Imam Hanbali mengatakan bahwa muzara’ah berarti 
pengalihan lahan dan bibit tanaman untuk kemudian ditanam oleh pengelola lahan yang 
kemudian hasil dari lahan (persentase) tersebut dihitung untuk kemudian adanya 
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no.2, (2005): h. 98-99. 
23Muhammad Rafly, Dkk “Muzara’ah (Perjanjian Bercocok Tanam) Lahan Pertanian Menurut 




pembagian hasil antara kedua belah pihak.24 Dari beberapa definisi diatas dapat 
disimpulkan bahwa Muzara’ah adalah bagi hasil dibidang pertanian dimana benih dan 
lahan disiapakan oleh pemilik lahan, kemudian si penggarap akan mengelola lahan, 
dengan hasil dari lahan dihitung kemudian dibagi sesuai dengan kesepakatan.  
Praktek muzara’ah mengacu pada prinsip Profit and Loss Sharing System. 
Dimana hasil akhir menjadi patokan dalam praktek muzara’ah. Jika, hasil pertaniannya 
mengalami keuntungan, maka keuntunganya dibagi antara kedua belah pihak, yaitu 
petani pemilik lahan sawah dan petani penggarap lahan sawah. Begitu pula sebaliknya, 
jika hasil pertaniannya mengalami kerugian, maka kerugiannya ditanggung   
bersama.25 Bagi hasil berdasarkan bahasa adalah transaksi pengolahan tanah, dan 
pendapatannya (sebagian) berasal dari pendapatan. Bagi hasil ini terkait dengan 
praktek Muzara'ah, dengan kata lain disebut bagi hasil pertanian. Dikisahkan oleh 
Bukhari dari Jabir, beliau mengatakan bahwa orang Arab selalu mengolah tanahnya 
secara muzara'ah, dengan tingkat bagi hasil 1/3: 2/3, ¼: ¾, ½: ½, kemudian Rasulullah 
SAW juga bersabda:26 
ه أرض لعن أبي هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم )من كانت 
 فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه (
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“Barangsiapa yang mempunyai tanah, hendaklah ia menanaminya atau 
hendaklah ia menyuruh saudaranya untuk menanaminya. (Hadits Riwayat 
Bukhari)” 
Muzara'ah termasuk dalam tabarru atau jenis akad sosial, dan tujuan 
pelaksanaan akad tersebut adalah untuk membantu mereka yang membutuhkan. Dalam 
muzara'ah, harus mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil panen, 
seperti jenis tanaman yang ditanam.  
يَشتَُهمۡ  عِّ ُموَن َرۡحَمَت َرب َِّكۚ نَۡحُن قََسۡمنَا بَۡينَُهم مَّ ةِّ ٱلدُّۡنيَۚا َوَرفَۡعَنا بَۡعَضُهۡم فَ  أَهُۡم يَۡقسِّ ۡوَق بَۡعٖض فِّي ٱۡلَحيَوَٰ
ۗا َوَرۡحَمُت رَ  ي ٗ ذَ بَۡعُضُهم بَۡعٗضا سُۡخرِّ ٖت ل ِّيَتَّخِّ ا يَۡجَمعُونَ  ب َِّك َخۡير  دََرَجَٰ مَّ    م ِّ
Terjemahnya: 
“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan 
antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah 
meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar 
sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat 
Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (QS. Az-Zukhruf (43): 
32)”27 
Maksud dari ayat-ayat di atas adalah untuk menekankan bahwa rahmat Tuhan, 
terutama karunia wahyu, sepenuhnya adalah otoritas Allah, bukan otoritas 
manusia.Baik itu orang yang musyrik, durhaka, dan bodoh itu yang dari saat ke saat 
dan secara bersinambungan membagibagi rahmat Tuhan pemelihara dan pelimpah 
rahmat bagimu, wahai nabi yang agung, tidak kami telah membagi melalui penetapan 
hukum kami tetapkan antara mereka serta berdasar kebijaksanaan kami baik yang 
bersifat umum maupun khusus. Maka dapat dipahami bahwa, dalam menjalankan 
aktivitas di atas bumi sebagai umat Islam yang memiliki sifat toleransi dalam hal tolong 
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menolong. Saling membantu sangat jelas. Karena telah dikatakan dalam Alquran, ini 
memberikan kesempatan kepada kelompok yang kurang beruntung untuk mencapai 
tujuan ini dengan persetujuan pekerja.28 
ه أرض لرسول هللا صلى هللا عليه و سلم )من كانت عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال: قال 
 فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه (
Artinya: 
“Dari Abu Hurairah ra. Berkata: Bersabda Rasulullah Saw (barangsiapa yang 
memiliki tanah maka hendaklah ditanami atau diberikan faedahnya kepada 
saudaranya jika ia tidak mau maka boleh ditahan saja tanah itu.” (Hadits Riwayat 
Muslim) 
Rukun muzara'ah terdiri dari beberapa unsur yaitu, pertama Pemilik lahan yaitu 
orang yang memiliki lahan pertanian untuk digarap oleh petani penggarap. Kedua 
Petani penggarap, yaitu orang yang menyediakan tenaga untuk menggarap lahan 
pertanian. Ketiga objek akad, yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja petani. Apabila 
bibit berasal dari petani maka objeknya adalah manfaat lahan dan apabila bibit berasal 
dari pemilik lahan maka objeknya adalah hasil kerja petani Ijab dan Kabul (offer 
andacceptance). Contoh ijab dan kabul adalah, "Saya serahkan lahan pertanian saya ini 
kepada engkau untuk diolah, dan hasilnya nanti kita bagi berdua". Kemudian petani 
penggarap menjawab, "Saya terima lahan pertanian ini untuk diolah dengan imbalan 
hasilnya dibagi dua". Jika hal ini terlaksana maka akad telah sah dan mengikat. Namun, 
ulama Madzhab Hanbali mengatakan bahwa penerimaan (kabul) tidak perlu dengan 
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ungkapan, tetapi cukup dengan tindakan, yaitu petani langsung mengolah lahan 
tersebut. 29 
Menurut jumhur ulama, syarat muzara'ah adalah persyaratan yang berkaitan 
dengan akad, benih yang hendak ditanam, lahan yang akan diolah, hasil yang akan 
dipanen, dan masa akad yang telah diverifikasi. Bagi yang menandatangani kontrak, 
keduanya harus matang dan berakal sehat. Pandangan lain dari mazhab Hanafi 
menambahkan bahwa salah satu atau keduanya bukanlah murtad. Namun, Imam Abu 
Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani tidak setuju dengan syarat tambahan 
ini. Karena menurut mereka, akad muzara'ah bisa dicapai antara muslim dan non 
muslim, termasuk murtad.30  
Kondisi benih yang akan disemai harus jelas agar sesuai dengan kebiasaan di 
lahan. Benih yang akan disemai harus transparan dan dapat diproduksi. Pada saat yang 
sama, kondisi lahan pertanian adalah lahan dapat diolah dan diproduksi sesuai dengan 
kebiasaan petani. Jika lahan lersebut adalah lahan yang tandus dan kering, sehingga 
tidak memungkinkan dijadikan lahan pertanian, maka akad tersebut tidak sah, Batas-
batas lahan itu jelas, Lahan itu diserahka sepenuhnya kepada petani untuk diolah. 
Apabila disyaratkan bahwa pemilik lahan ikut mengolah pertanian itu, maka akad 
muzdra 'ah tidak sah. Adapun syarat-syarat yang menyangkut hasil panen adalah 
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pembagian hasil panen untuk masing-masing pihak harus jelas, hasil itu benar-benar 
milik bersama orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan, pembagian hasil panen 
itu ditentukan setengah, sepertiga atau seperempat sejak dari awal akad, sehingga tidak 
timbul perselisihan di kemudian hari, Penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah 
tertentu secara mutlak, seperti satu kuintal untuk pekerja, atau satu karung, karena 
kemungkinan seluruh hasil panen jauh di bawah jumlah tersebut atau dapat juga jauh 
melampaui Jumlah itu.31 
Syarat yang menyangkut jangka waktu juga harus dijelaskan dalam akad sejak 
semula, karena akad muzarah mengandung makna akad ijarah dengan imbalan 
sebagian hasil panen. Oleh sebab itu, jangka waktunya harus jelas. Untuk menentukan 
jangka waktu ini, biasanya disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat. Untuk objek 
akad, disyaratkan harus jelas, baik berupa jasa petani, sehingga benih yang akan 
ditanam datangnya dari pemilik lahan, maupun pemanfaatan lahan, sehingga benihnya 
dari petani. 
Akad muzara'ah didominasi oleh kesepakatan bagi hasil, dengan syarat salah 
satu pihak harus memiliki tanah yang diposisikan sebagai pemilik tanah, sedangkan 
pihak lainnya adalah mesin olah tanah yang membutuhkan keahlian, tenaga dan 
waktu.32 Akad muzara'ah pada awalnya hampir sama dengan akad sewa guna usaha 
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(ijarah), namun diakhiri dengan akad syirkah. Oleh karena itu apabila benih berasal 
dari penggarap maka obyek transaksinya adalah manfaat dari lahan pertanian, namun 
jika benih berasal dari pemilik tanah maka obyeknya adalah sedekah/tenaga kerja, 
namun bila sudah panen sudah menghasilkan keduanya. bekerja sama untuk 
mendapatkan bagian tertentu.33 
Singkatnya wujud muzara'ah terbagi menjadi beberapa bagian: Pertama, jika 
tanah dan benih berasal dari satu pihak, maka pekerjaan dan alatnya berasal dari pihak 
lain. Karena itu, kontrak diperbolehkan. Pemilik tanah menjadi penyewa untuk 
menikmati keuntungan bekerja dengan penggarap, dan alat pertaniannya menjadi 
bagian dari penggarap. Kedua, jika tanah milik salah satu pihak (pemilik tanah), dan 
alat, benih, dan pekerjaan milik pihak lain (petani). Kemudian, akad juga diizinkan. 
Sebagai hasil dari berbagi lahan, penggarap menjadi penyewa tanah dari pemilik tanah. 
Ketiga, jika tanah, peralatan pertanian, dan bibit tanaman berasal dari satu pihak. 
Adapun aspek pekerjaan lainnya, kontrak juga bisa ditandatangani. Misalkan pemilik 
tanah mempekerjakan pekerja untuk menggarap lahan dengan berbagi hasil pertanian. 
Keempat, jika tanah, alat pertanian milik satu pihak. Kemudian, pengerjaan dan bibit 
tanaman berasal dari pihak lain, sehingga tidak diperbolehkan kontrak. Hal ini 
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dikarenakan, apabila akad ini diqiyaskan kepada akad ijarah terhadap lahan, adanya 
pensyaratan alat terhadap pemilik lahan merusak akad tersebut.34 
Perjanjian bagi hasil pertanian diatur oleh Undang-Undang (UU) No.2 Tahun 
1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian. Sedangkan dalam hukum Islam, 
kerjasama dalam pertanian biasa disebut dengan tiga istilah yakni musaqah, 
muzara’ah, dan mukhabarah. Menurut UU No.2 Tahun 1960 pada pasal 1 (satu) huruf 
c tentang Bagi Hasil pengertian perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama 
apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan 
hukum pada lain pihak yang dalam undang-undang ini disebut “penggarap” 
berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk 
menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya 
antara kedua belah pihak. UU No.2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah 
Pertanian diperuntukan untuk mengatur perjanjian pengusahaan tanah dengan bagi 
hasil, agar pembagian hasil tanahnya antara pemilik dan penggarap dilakukan atas 
dasar yang adil dan agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi para 
penggarap itu, dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban baik dari 
penggarapan maupun pemilik.35 
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Pendapat Jumhur ulama diantaranya Imam Malik, para ulama Syafiiyyah, Abu 
Yusuf dan Muhammad bin Hasan (dua murid Imam Abu Hanifah), Imam Hambali dan 
Dawud Ad-Dzahiry. Mereka menyatakan bahwa “akad muzara’ah diperbolehkan 
dalam Islam.36 Berdasar pada Al-quran, sunnah, ijma dan dalil aqli. Al-quran surah az-
Zukhruf/43: 32 
يَشتَُهمۡ  عِّ ُموَن َرۡحَمَت َرب َِّكۚ نَۡحُن قََسۡمنَا بَۡينَُهم مَّ ةِّ ٱلدُّۡنيَۚا َوَرفَۡعنَا بَۡعَضُهۡم فَ فِّي ٱلۡ  أَهُۡم يَۡقسِّ ۡوَق بَۡعٖض َحيَوَٰ
ۗا َوَرۡحَمُت َرب َِّك َخۡير   ي ٗ ذَ بَۡعُضُهم بَۡعٗضا سُۡخرِّ ٖت ل ِّيَتَّخِّ ا يَۡجَمعُوَن   دََرَجَٰ مَّ  م ِّ
Terjemahnya: 
“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan 
antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah 
meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar 
sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat 
Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”37 
Ayat diatas menerangkan kepada kita bahwa Allah swt memberikan keluasan 
dan kebebasan kepada umat-Nya untuk bisa mencari rahmat-Nya dan karunia-Nya 
untuk bisa tetap bertahan hidup di muka bumi. Ijma’ Banyak sekali riwayat yang 
menerangkan bahwa para sahabat telah melakukan praktek muzara’ah dan tidak ada 
dari mereka yang mengingkari kebolehannya. Tidak adanya pengingkaran terhadap 
diperbolehkannya muzara’ah dan praktek yang mereka lakukan dianggap sebagai 
ijma.38 Sedangkan pendapat yang melarang Muzara’ah Abu Hanifah, Zafar dan Imam 
Syafii berpendapat bahwa muzara’ah tidak diperbolehkan. Abu Hanifah dan Zafar 
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mengatakan bahwa “muzara’ah itu fasidah (rusak) atau dengan kata lain muzara’ah 
dengan pembagian 1/3, 1/4 atau semisalnya tidaklah dibenarkan. Para ulama yang 
melarang akad muzara’ah menggunakan dalil Diharamkan muzara'ah karena tanah 
pertanian dibayar secara ma'dum (tidak ada formulir dalam proses akad), dan majhul 
karena tidak mungkin menentukan hasil panen yang akan datang. Bisa jadi tanah 
pertanian tidak diproduksi sama sekali. Kita tahu bahwa ketidaktahuan dan kurangnya 
"aqdi" yang agung akan merusak akad ijarah.39 
C. Buruh Tani  
Buruh tani adalah orang yang menggarap tanah orang lain untuk mendapatkan 
hasil atau upah dari pemilik tanah. Pekerjaan yang dilakukan oleh buruh tani antara 
lain adalah membersihkan, mengolah, dan memanen tanah atau kebun tempat buruh 
tani bekerja (disebut buruh tani) yang mengandalkan lahan pertanian sebagai mata 
pencaharian utama mereka.40 Buruh dalam UU No.22 Tahun 1975 (tentang 
penyelesaian perselisihan perburuhan) mendefinisikan buruh adalah mereka yang 
bekerja pada majikan dan menerima upah. Menurut ILO buruh adalah seseorang yang 
bekerja pada orang lain/badan hukum dan mendapatkan upah sebagai imbalan atas jerih 
payahnya menyelesaikan pekerjaan yang dibebankan padanya, dengan kata lain semua 
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orang yang tidak memiliki alat produksi dan bekerja pada pemilik alat produksi maka 
bisa dikatakan sebagai buruh.41  
Buruh tani adalah laki-laki dan perempuan yang berusia antara 15-50 tahun dan 
bekerja dengan petani lain. Kadang mereka mempunyai lahan tetapi produktivitasnya 
rendah sehingga hal ini mempengaruhi kehidupan keluarga mereka, biasanya mereka 
menyelesaikan pekerjaan lahan baru kemudian mulai bekerja.42 Marx percaya bahwa 
pekerja menjual energinya sendiri untuk bertahan hidup. Tanpa energinya sendiri tidak 
ada alat produksi atau faktor produksi, dan dalam sejarah Indonesia, sebagai organisasi 
sosial itu sendiri, mereka telah dibayar untuk pekerja. Dengan dibukanya perkebunan 
dan pertambangan selama kolonialisme Belanda pada abad ke-19, Indonesia memulai 
masuknya kapitalis. Dalam perkembangannya, istilah pekerja telah menjadi kategori 
sosial pencari nafkah di kalangan kelas pekerja perkebunan dan industri. Pada saat yang 
sama, orang bekerja di sektor formal dan instansi pemerintah menggunakan istilah 
“karyawan, pegawai”. Sedangkan kata “kuli” mempunyai makna sama dengan buruh 
mengalami penyempitan makna lebih rendah dari buruh. Kata kuli berasal dari kata 
“quli” dalam bahasa hindi artinya pelayan atau pekerja kasar.43 Penyerapan tenaga 
kerja pada sektor pertanian erat terkait dengan kondisi daya dukung lingkungan dan 
masih tingginya minat investasi pada komoditas ini. Tenaga kerja di sektor ini terkait 
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dengan strata sosial masyarakat yang bersangkutan. Petani kaya lebih banyak 
mempergunakan traktor dan buruh tani. Petani golongan menengah lebih banyak 
menggunakan tenaga kerja buruh tani dan golongan miskin atau petani gurem 
mempergunakan tenaga kerja keluarga dan pertemanan.44  
D. Migran 
Migrasi merupakan gerak horizontal untuk berpindah tempat tinggal dan 
pindahnya tidak terlalu dekat, melainkan melintasi batas administrasi pindah ke unit 
administrasi lain misalnya kelurahan, kabupaten, kota atau negara. Dengan kata lain, 
migrasi merupakan perpindahan penduduk dari suatu unik geografis ke unit geografis 
lainnya. Fenomena migrasi secara umum diasumsikan sebagai suatu perpindahan 
penduduk berlatar belakang sosial ekonomi.45 Migrasi penduduk terjadi karena adanya 
keperluan tenaga kerja yang bersifat hakiki (intrinsic labor demand) pada masyarakat 
industri modern. Pernyataan ini merupakan salah satu aliran yang menganalisis 
keinginan seseorang melakukan migrasi yang disebut dengan dual labor market theory. 
Menurut aliran ini, migrasi terjadi karena adanya keperluan tenaga kerja tertentu pada 
daerah atau negara yang telah maju. Oleh karena itu migrasi bukan hanya terjadi karena 
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push faktors yang ada pada daerah asal tetapi juga adanya full faktors pada daerah 
tujuan.46 
Migrasi bertujuan untuk mendapatkan sumber penghidupan. Adapun jangka 
waktu minimal migrasi ditentukan dari jenis migrasi yang dipilih migran. Mobilitas 
tenaga kerja pedesaan ke daerah tujuan migrasi mencakup tiga pemicu, yaitu 
perekonomian pedesaan tidak mampu menyediakan lapangan pekerjaan, masyarakat 
pedesaan tidak memiliki akses terhadap potensi desa, dan terakhir didaerah tujuan 
tersedia lapangan pekerjaan yang mampu memberikan pendapatan.47 Keputusan 
migrasi tergantung pada banyak faktor, seperti ekonomi, budaya atau tradisi migrasi, 
keberadaan keluarga dan jaringan, keputusan migrasi adalah keputusan keluarga, yang 
memperhitungkan alokasi sumber daya manusia dan biaya yang diharapkan. Resiko 
migrasi tinggi. Alokasi sumber daya keluarga berdasarkan sumber daya yang dimiliki 
oleh komponen keluarga, jaringan informasi tentang ketersediaan tanah, harga tanah, 
dan peluang lain untuk meningkatkan pendapatan keluarga merupakan faktor yang 
cukup dalam menentukan keputusan keimigrasian. Selain kesamaan daerah asal, faktor 
relatif dari para migran tertentu yang akan berangkat juga menjadi penentu 
keimigrasian. 
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E. Penyerapan Tenaga Kerja dalam Pertanian 
Proses pembagunan ekonomi memerlukan Sumber Daya Alam (SDA) dan 
Sumber Daya Manusia (SDM). Penggunaan SDM dalam pembangunan menjadi hal 
yang penting karena pertumbuhan ekonomi diciptakan dari SDM yang berkualitas. 
Perluasan lapangan pekerjaan dan penggunaan tenaga kerja yang produktif dengan 
pemberian upah yang layak juga memengaruhi terciptanya pertumbuhan ekonomi 
jangka panjang. Upah yang layak dapat meningkatkan pendapatan pekerja yang 
berdampak pada daya beli sehingga meningkatkan permintaan efektif.48 Penyerapan 
tenaga kerja adalah diterimanya para pelaku tenaga kerja untuk melakukan tugas    
sebagaimana mestinya atau adanya suatu keadaan yang menggambarkan tersedianya 
pekerja atau lapangan pekerjaan untuk diisi oleh pencari kerja. Secara sederhana 
penyerapan tenaga kerja berarti jumlah tenaga kerja yang mampu diserap oleh sektor 
perekonomian, sedangkan penyerapan tenaga kerja sektor pertanian berarti jumlah 
tenaga kerja yang mampu diserap oleh sektor pertanian. Potensi lahan pertanian adalah 
kemampuan produksi lahan untuk memberikan hasil pertanian tinggi walaupun dengan 
biaya pengelolaan yang rendah.49 
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Rendahnya tingkat pendidikan petani juga diikuti oleh rendahnya produktivitas 
kerja, rendahnya produktivitas tenaga kerja pertanian tersebut terkait dengan kondisi 
umur, tingkat pendidikan, curahan jam kerja, dan luas garapan petani. Tenaga kerja 
pertanian sampai saat ini masih didominasi oleh tenaga kerja dengan tingkat 
pendidikan SD ke bawah, yang jumlahnya mencapai 81% dari tenaga kerja pertanian. 
Meskipun industri kecil di wilayah pedesaan mendapat perhatian untuk dikembangkan, 
namun keterbatasan keterampilan dan pengetahuan mereka menjadi kendala untuk ikut 
terlibat secara positif dalam industri kecil pedesaan.50 
F. Relasi Buruh Tani dan Pemilik Lahan 
Membahas hubungan kerja berarti membahas pranata sosial yang mengatur hak 
dan kewajiban pengusaha, dalam hal ini pengusaha dan pekerja (pekerja), dalam rangka 
mewujudkan kepentingannya. Artinya hubungan kerja merupakan salah satu bentuk 
pasar tenaga kerja di sektor pertanian Indonesia. Dari unit kegiatan (borongan, harian) 
dan partisipasi tenaga kerja, kita dapat melihat bentuk hubungan kerja di sektor 
pertanian yaitu terdapat pekerja formal/jangka panjang dan tenaga kerja bebas, yang 
dibedakan menjadi empat jenis pekerjaan. Hubungan Upah, buruh tani tetap kedua 
dengan upah borongan, buruh tani bebas keritga dengan gaji harian dan empat buruh 
tani gratis dengan upah satuan.51 
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Hubungan antara majikan dengan buruh tidak hanya dalam hubungan kerja, 
namun juga dalam hubungan sosial dan ekonomi yang lain.misalnya pada waktu buruh 
tani memerlukan biaya ekonomi rumah tangga, ia mendapat bantuan dari majikan. 
Selain itu juga terdapat hubungan diantar mereka sering kali buruh tani selain bekerja 
pada kegiatan pertanian, juga diberi tanah garapan dan bekerja serabutan pada 
majikannya. Pada umumnya buruh mendapat tugas pokok dalam pertanian, seperti 
mengairi dan mengawasi lahan.52 
G. Kesejahteraan 
Istilah kesejahteraan atau sejahtera dapat memiliki arti, yakni dalam istilah 
umum, sejahtera menunjuk ke keadaan kondisi manusia yang baik, dimana orang-
orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat, dan damai, dalam tinjauan 
ekonomi, sejahtera selalu dihubungkan dengan keuntungan atau manfaat kebendaan 
(ukuran materi) sebagai fungsi kesejahteraan sosial (secara formatif dan substantif bisa 
bermakna ekonomi kesejahteraan atau kesejahteraan ekonomi),  dalam tinjauan 
kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk 
memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut kamus W.J.S Poerwadarminta sejahtera 
diartikan sebagai keadaan “aman, sentosa, dan makmur”. Sehingga arti kesejahteraan 
meliputi kemanan, keselamatan dan kemakmuran 53  
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Kesejahteraan dalam arti yang lebih luas terbebasnya seseorang dari jeratan 
kemiskinan, kebodohan dan rasa takut sehingga dia memperoleh kehidupan yang aman 
dan tenteram secara lahiriah maupun batiniah.54 Kesejahteraan material dan spiritual 
merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam proses pembangunan, yang menunjukkan 
bahwa pembangunan yang berhasil tidak hanya harus dalam materi, tetapi juga dalam 
jiwa. Bila suatu proses pembangunan hanya bertujuan untuk mencapai kesuksesan 
materi, sudah pasti kesejahteraan masyarakat yang diinginkan tidak akan tercapai. 
Masyarakat akan merasakan kehidupan yang hampa dan tanpa makna meskipun semua 
fasilitas tersedia.55 
Kesejahteraan sebagian orang selalu dikaitkan dengan konsep kualitas hidup. 
Konsep kualitas hidup merupakan gambaran dari kondisi kehidupan yang baik. World 
Health Organization mendefinisikan kualitas hidup sebagai persepsi individu tentang 
kehidupan sosial berdasarkan budaya dan sistem nilai yang ada terkait dengan tujuan, 
harapan, standar, dan perhatian tentang kehidupan. Konsep ini memberikan makna 
yang lebih luas karena dipengaruhi oleh fisik, psikologis, derajat kemandirian individu, 
dan hubungan sosial individu dengan lingkungan.56 Kegiatan ekonomi yang dapat 
memberikan atau mennciptakan suatu kondisi yang sejahtera dalam skala 
bermasyarakat ataupun lingkungan keluarga, terdapat dua jenis kesejahteraan ekonomi, 
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yaitu kesejateraan ekonomi konvensional dan kesejahteraan ekonomi syariah. 
Kesejahteraan ekonomi konvensional menekankan pada kesejahteraan material dan 
mengabaikan kesejahteraan spiritual dan moral. Pada ekonomi kesejahteraan 
konvensional yang menggunakan dua metode penentuan kesejahteraan ekonomi, yaitu 
metode neoklasik dan metode ekonomi kesejahteraan baru (modern), metode neon 
klasik mengasumsikan nilai guna adalah dasar, sedangkan konsumsi tambahan itu 
menyediakan peningktan yang semakin kecil dalam nilai guna (diminishing marginal 
utility). Pendekatan neoklasik mengasumsikan lebih lanjut bahwa semua individu 
memiliki fungsi nilai guna yang serupa, dan oleh karena itu memiliki arti 
membandingkan nilai guna pribadi dengan nilai guna orang lain. Berdasarkan asumsi 
tersebut, fungsi kesejahteraan sosial dapat dibangun dengan menjumlahkan semua 
fungsi nilai guna pribadi. Metode modern yang dikembangkan dari neoklasikisme 
adalah bahwa ketika menentukan kesejahteraan, kombinasi kesejahteraan tidak dapat 
diukur hanya dengan material, dan kombinasi kesejahteraan tidak dapat diukur dengan 
non-material. Karena kesejahteraan termasuk materi dan spiritual non materi.57 
Al Ghazali membuat satu kerangka kesejahteraan dalam ruang lingkup tujuan 
syariah (Maqashid al-Syari’ah). Menurutnya tujuan utama syariah adalah mendorong 
kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan terhadap agama mereka (al-
din), diri (al-nafs), akal, keturunan (al-nasl), harta benda (al-maal). Menurut Chapra, 
Gagasan Al Ghazali tersebut dianggap sebagai yang paling sesuai dengan esensi 
                                                             




syariah.58 Kesejahteraan ekonomi syariah bertujuan mencapai kesejehateraan manusia 
secara menyeluruh, yaitu kesejahteraan material, spiritual dan moral. Kesejahteraan 
merupakan tujuan dari ajaran Islam dalam bidang ekonomi. Kesejahteraan merupakan 
bagian dari rahmatan lil alamin yang diajarkan oleh Agama Islam ini. Namun 
kesejahteraan yang dimaksudkan dalam Al-Qur’an bukanlah tanpa syarat untuk 
mendapatkannya. Kesejahteraan akan diberikan oleh Allah Swt jika manusia 
melaksanakan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya Ayat-
ayat Al-Qur’an yang memberikan penjelasan tentang kesejahteraan ada yang secara 
langsung (tersurat) dan ada yang secara tidak langsung (tersirat) berkaitan dengan 
permasalahan ekonomi. Namun demikian, penjelasan dengan menggunakan dua cara 
ini menjadi satu pandangan tentang kesejahteraan.59Allah SWT berfirman dalam Al-
Quran surat. An-Nahl ayat 97 sebagai berikut: 
ن  فَلَنُۡحيِّيَنَّهُ  ن ذََكٍر أَۡو أُنثَىَٰ َوهَُو ُمۡؤمِّ لِّٗحا م ِّ َل َصَٰ يَنَُّهۡم أَۡجَرهُم بِّ َمۡن َعمِّ  َولَنَۡجزِّ
ۖ
ٗة َطي ِّبَٗة أَۡحَسنِّ َما َكانُواْ ۥ َحيَوَٰ
 يَۡعَملُوَن  
Terjemahnya: 
“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan 
dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya 
kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka 
dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”60 
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Kesejahteraan merupakan jaminan atau janji dari Allah Swt yang diberikan 
kepada laki-laki ataupun perempuan yang beriman kepadaNya. Allah Swt juga akan 
membalas berbagai amal perbuatan baik orangorang yang bersabar dengan pahala yang 
lebih baik dari amalnya. Kehidupan yang baik adalah kehidupan yang bahagia, santai, 
dan puas dengan rezeki yang halal, termasuk didalamnya mencakup seluruh bentuk 
ketenangan apapun dan bagaimanapun bentuknya. 
H. Kerangka Teori 
Kerangka pemikiran adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-
pemahaman yang lainnya, sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi 
pondasi bagi setiap pemikiran. konsep dasar kemitraan adalah penjalinan kerjasama 
antara dua pihak atau lebih dalam kegiatan usaha tertentu, di mana pihak-pihak yang 
bekerja (bermitra) mempunyai kedudukan yang “sejajar” (equal standing). Proses 
kemitraan akan terjadi dan benar-benar dapat disebut kemitraan apabila prinsip-prinsip 
dasarnya dipenuhi, yakni saling membutuhkan, saling melengkapi, saling 
menguntungkan dan saling memperkuat. Praktik kejasama sebenarnya sudah ada sejak 
zaman Rasulullah saw, Sedangkan untuk masa sekarang praktek kerjasama tersebut 
banyak terjadi dalam masyarakat pedesaan, bentuk kerjasama adalah kerjasama dalam 
bidang pertanian yaitu kerjasama pengelolaan lahan pertanian antara pemilik lahan 
dengan petani penggarap. Dimana nantinya hasil dari kerjasama tersebut dibagi sesuai 
dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya. Hukum Islam yang memuat 




memproteksi dari munculnya bentuk-bentuk eksploitasi pada salah satu pihak (pemilik 
tanah maupun petani penggarap),tidak ada pihak yang dirugikan dan mendapat 
perlakuan tidak adil dalam penerapan bagi hasil dari tanah pertanian tersebut, Sehingga 
terjalin hubungan sosial dan ekonomi yang baik antara buruh dan pemilik lahan61  
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A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang 
menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik 
atau cara kuantifikasi lainnya.62 Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang 
berupaya menganalisis kehidupan sosial dengan menggambarkan dunia sosial dari 
sudut pandang atau interpretasi individu (informan) dalam latar alamiah.63 Penelitian 
ini dilaksanakan di Kec. Mattirosompe Kab. Pinrang Desa Samaenre.  Alasan peneliti 
memilih tempat ini sebagai lokasi penelitian karena di tempat ini terdapat Buruh tani 
Migran yang cukup bertahan Lama. 
B. Pendekatan Penelitian 
Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan studi kasus lapangan 
(Case and Field Study). pendekatan studi kasus adalah penelitian dengan karakteristik 
masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang 
diteliti serta interaksinya dengan lingkungan. Tujuan studi kasus adalah melakukan 
penyelidikan seara mendalam mengenai subjek tertentu. studi kasus atau case study 
merupakan metode penelitian yang dilakukan secara intensif, rinci, dan mendalam 
menegenai suatu kasus, gejala sosial, atau unit sosial tertentu yang spesifik. Kasus 
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dalam hal ini dapat di maknai sebagai suatu konsep, aktivitas, waktu, benda (hasil karya 
seseorang), kebijakan, kelas sosial, organisasi, Negara, wilayah, atau fenomena lain 
yang spesifik.64 
Nanang Martono (2015) menjelakan bahwa studi kasus memfokuskan diri 
untuk menggambarkan kasus tersebut dan menganalisisnya sehingga dapat 
menghasilkan temuan-temuan baru. Studi kasus merupakan sebuah upaya pencarian 
pengetahuan secaa empiris dengan cara menyelidikan fenomena dalam konteks 
kehidupan nyata. Tujannya untuk memberikan analisis konteks dan proses yang 
menerangkan isu-isu teoritis yang dipelajari. Studi kasus merupakan bagian penelitian 
kualitatif yang berupaya melibatkan dan melaporkan kompleksitas kegiatan sosial.65 
C. Jenis dan Sumber Data 
Data adalah segala informasi yang dijadikan dan diolah untuk satu kegiatan 
penelitian sehingga dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan. Sumber data dalam 
penelitian ini ada dua macam yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder.66 
1. Data Primer  
Data primer merupakan data yang diperoleh melalui tinjauan langsung ke 
subjek penelitian. Adapun sumber data primer adalah dengan melakukan wawancara 
mendalam (Indepth interview) sesuai dengan pedoman wawancara yang telah 
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disiapkan sebelumnya. Wawancara dilakukan secara bebas dengan pertanyaan-
pertanyaan terbuka serta tidak terstruktur dan terjadwal guna memperoleh informasi 
yang apa adanya. Pengumpulan data primer melibatkan komunikasi langsung antar 
peneliti dengan informan. Adapun informan dalam penelitian ini adalah: 
a. Tokoh Masyarakat 
b. Pemilik Lahan 
c. Penggarap (Buruh Migran) 
2. Data Sekunder 
Data sekunder merupakan data pendukung yang tidak diambil langsung dari 
informan akan tetapi melalui dokumen atau buku literatiur untuk melengkapi informasi 
yang dibutuhkan dalam penelitian. Diperoleh peneliti dari berbagai sumber tertulis 
yang memungkinkan dapat dimanfaatkan dalam penelitian ini misalnya, buku, majalah 
ilmiah, serta website-website yang dapat memberikan informasi. 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Adapun mengenai teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 
wawancara, observasi dan dokumentasi.67 Adapun metode pengumpulan data yang 
dilakukan yaitu,Observasi lapangan dilakukan dengan pengamatan langsung di lokasi 
penelitian. Bersamaan observasi ini dilakukan guna memperdalam data hasil 
pengamatan atau telaah dokumen. Kemudian Metode wawancara digunakan dalam 
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penelitian ini bersifat terstruktur karena penulis telah menetapkan terlebih dahulu 
masalah dan pertanyaan yang akan diajukan. Metode wawancara bertujuan untuk 
mencapai data primer tentang bagaimana Penerapan Akad Muzar’ah Pola Kemitraan 
Buruh Migran Dengan Pemilik Lahan Pertanian. Dan Metode dokumentasi digunakan 
peneliti sebagai sumber data yang dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan 
bahkan untuk meramalkan. Dalam menguji, menafsirkan dan meramalkan digunakan 
tehnik kajian isi (contentanalisis), yaitu tehnik apapun yang digunakan untuk menarik 
kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, dilakukan secara objektif 
dan sistematis 
E. Instrumen Penelitian 
Menurut Suharismi instrumen penelitian merupakan alat bantu yang dipilih dan 
digunakan peneliti dalam mengumpulkan data atau dalam menganalisis data agar 
penelitian tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya. Selanjutnya instrumen yang 
diartikan sebagai alat bantu merupakan saran yang dapat diwujudkan dalam benda, 
seperti pedoman wawancara dan sebagainya khususnya dalam penelitian kualitatif.68 
F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data 
Tahap analisis data merupakan tahap yang paling menentukan, sebab pada 
tahap inilah seseorang peneliti harus mampu menelaah semua data yang diperoleh baik 
data primer maupun data sekunder. Analisis data ini berdasarkan pada data yang 
diperoleh dan telah terkumpul dari hasil penelitian yang diklasifikasikan sesuai dengan 
                                                             




kebutuhan dan tujuan penelitian. Selain itu, analisis data dapat diberi arti sebagai 
makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian itu sendiri.  
Langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah, 
Reduksi Data (Data Reduction), Penyajian Data (Data Display), Penarikan kesimpulan 
(Conclusion Drawing/Verification). 
1. Reduksi Data (Data Reduction) 
Istilah reduksi data dalam penelitian kualitatif dapat disamakan maknanya 
dengan istilah pengelolaan data (mulai dari editing, koding, hingga tabulasi data) dalam 
penelitian kuantitatif. Ia mencakup kegiatan mengikhtiarkan hasil pengumpulan data 
selengkap mungkin dan memilahnya kedalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu, 
atau tema tertentu.69 
2. Penyajian Data (Data Display) 
Seperangkat hasil reduksi data juga perlu diorganisasikan atau dikelompokkan 
kedalam suatu bentuk tertentu (display data) sehingga data yang diperoleh dari reduksi 
data dapat dilihat secara lebih utuh.70 
3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verification) 
Langkah penyajian data tersebut dapat berupa sketsa, synopsis, matriks, atau 
bentuk-bentuk lain yang sangat diperlukan untuk memudahkan upaya pemaparan dan 
penegasan kesimpulan (Conclusion Drawing/Verification).71 
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G. Uji Keabsahan Data  
Bentuk pengujian keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan Teknik 
triangulasi, triangulasi lebih banyak menggunakan metode alam level mikro, seperti 
bagaimana menggunakan beberapa metode pengumpulan data dan analisis data 
sekaligus dalam sebuah penelitian, termasuk menggunakan informan sebagai alat uji 
keabsahan dan analisis hasil penelitian72. Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi 
diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai 
teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.73  
Dalam penelitian ini penulis menggunakan triangulasi data dengan sumber dan 
triangulasi dengan metode.  
1. Triangulasi dengan Sumber  
Triangulasi sumber berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-
beda dengan teknik yang sama yaitu dengan wawancara secara medalam.74 Triangulasi 
dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan 
suatu informasi yang yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam 
penelitian kualitatif. Hal tersebut dapat dicapai dengan jalan membandingkan data hasil 
pengamatan dengan data hasil wawancara, membandingkan apa yang dikatakan orang 
didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi, membandingan apa yang 
dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya 
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sepanjang waktu, membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 
pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan 
menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan, serta membandingkan hasil 
wawancara denga isi suatu dokumen yang berkaitan.75 
2. Triangulasi dengan Metode 
Tringulasi dengan metode yaitu melakukan pengecekan dan pemerikasaan 
terhadap hasil penelitian melalui teknik pengumpulan data yang berbeda yakni 
observasi, dokumentasi, dan wawancara sehingga derajat kepercayaan data dapat 
sesuai dan valid untuk kemudian dibenarkan adanya. Tringulasi dengan metode terbagi 
menjadi dua strategi, yaitu pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian 
beberapa teknik pengumpulan data dan pengecekan derajat kepercayaan beberapa 
sumber data dengan metode yang sama.76 
Dalam penelitian ini, untuk menganalisis data mengenai efektivitas kerja sama 
antara pemilik lahan dan buruh migran maka pengumpulan serta pengujian data yang 
diperoleh nantinya dari pihak pemilik lahan dan Buruh migran merupakan sasaran 
utama. Sehingga data yang diperoleh tersebut dapat dikelompokkan atau 
diorganisasikan untuk kemudian dilakukan penarikan kesimpulan. 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
Desa Samaenre merupakan Desa hasil pemekaran Mattongang-tongan yang 
pada saat itu dinahkodai oleh H.P.Syamsuddin sekitar ± 40 tahun yang lalu dimana 
pada awalnya saat Desa Samaenre masih dalam status desa persiapan dijabat oleh 
Sekretaris Desa Mattonga-tongan yaitu Damang. Kepemimpinan figur Damang di 
Desa Samaere berdasarkan hasil pemilihan Kepala Desa secara langsung 
mengamanahkan beliau melanjutkan jabatan Kepala Desa selama 2 periode (10 tahun) 
dan berakhir pada tahun 2006. Pada pemilihan Kepala Desa untuk 2006-2012, secara 
demokratis Haiya Taratte, S.Sos melanjutkan tongkat kepemimpinan Kepemimpinan 
Desa Samaere ditandai dengan perpindahan ibukota Desa Samaere, yaitu dari Dusun 
Katteong ke Dusun Cappakal. 
Periode kepemimpinan berikutnya dinahkodai oleh Muh.Syukur yaitu tahun 
2013-2019, dengan berbagai kelebihan dan kekurangan yang ada. Selanjutnya pada 
bulan April tahun 2019 diadakan pemilihan Kepala Desa secara serentak di Kabupaten 
Pinrang termasuk Desa Samaenre akhirnya dimenangkan oleh Sudirman, S.Kel dengan 
priode kepemimpinan tahun 2019-2025. Dalam kurung waktu tersebut, pembangunan 
yang masuk didesa ini terbilang cukup banyak meski pun pada faktanya masih terlalu 
banyak pula kebutuhan masyarakat yang belum mampu dipenuhi. Desa Samaenre 
memiliki dua dusun, yaitu : Dusun Katteong (2 RW dengan 4 RT) dan Dusun 




Potensi Desa Samaenre dalam bidang ekonomi berupa tanah 670,40 ha 
persawahan, tanah tambak (empang), kelompok tani ternak, kelompok tani, kelompok 
usaha menjahit, kelompok usaha jualan cendol, kelompok tata rias, dan jalan 
tani/farmroad, kelompok motor taksi, dan lain lain. Di bidang sosial budaya potensi ini 
antara lain terdiri dari, pendidik dasar sekolah, SMPN , Masjid/musholla, Tk, 
kelompok bermain (PAUD), poskesdes, lapangan sepak bola. Kegiatan posyandu 
terdapat masing- masing dusun, selain itu kegiatan adat Mappadendang dan Mattojang, 
adat Mappalili dan tudang sipulung. Kegiatan pesta panen yang rutin di lakukan tiap 
tahun yang berlokasi di Dusun Katteong menjadi salah satu daya Tarik masyarkat luar 
Desa Samaenre dan makam situs budaya Pallipa pute’e. 
Secara umum permasalahan atau kondisi sosial yang terdapat di Desa Samaenre 
Kecamatan Mattirosompe Kabupaten Pinrang yang cukup memperihatikan 
berdasarkan fakta dilapangan, sebgaian besar wilayah Desa Samaenre masih tergenang 
air pada saat musim hujan akibat buruknya saluran pembuangan, belum meratanya 
kegiatan/program pembangunan yang dilakukan ditingkat desa, sering terjadinya gagal 
panen pada musim kemarau dibeberapa titik dusun Katteong, kurangnya perhatian 
terhadap kegiatan pembinaan dan pengembangan bakat sera hobbi kaum muda belum 
maksimal, kurangnya pelayanan secara efektif dari birokrasi baik tingkat dusun 
maupun ditingkat pemerintahan Desa, kondisi jalan tani/farmroad sangat 
memperihatikan saat musim penghujan sehingga akses baik petani sawah maupun 
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Dari beberapa item permaslahan tentunya sangat berdampak terhadap kondisi 
kehidupan ekonomi masyarakat Desa Samaenre. 













Adapun Visi dan Misi Desa Samaenre Kecamatan Mattirosompe Kabupaten 
Pinrang. 
"Visi” 
Mewujudkan Tata Kelolah Pemerintah Yang Peofesional Berkualitas Dan 





Pengelolaan keuangan desa secara transparan 
Memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana kebutuhan masyarakat 
Pembinaan kelembagaan kepemudaan, keagamaan, kewanitaan, dan 
kemasyarakatan secara efektif 
Peningkatan peran dan fungsi kelembagaan secara professional.77 
1. Letak Geografis  
a. Letak dan Luas Wilayah 
Desa Samaenre merupakan salah satu dari 9 Desa diwilayah Kecamatan 
Mattirosompe yang terletak 11 km dari Kota Pinrang dan 4 km dari ibu kota kecamatan. 
Desa Samaenre letaknya sangat strategis karena merupakan pintu gerbang Kecamatan 
Mattirosompe dibagian utara. Desa Samaenre mempunyai luas wilayah seluas 10,17 
km2 yang terdiri dari 2 (dua) Dusun, yaitu Dusun Katteong  dengan 2 RW dan 4 RT 
sementara Dusun Cappakal terdiri dari 3 RW dan 6 RT 
Adapun batas-batas wilayahnya sebagai berikut : 
- Sebelah utara berbatasan dengan Desa Mattongang-tongang 
- Sebelah timur berbatasan dengan Desa Bunga Kecamatan Mattiro Bulu 
- Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Patobong dan Desa 
Massulowalie 
- Sebelah barat berbatasan dengan Desa Patobong. 
                                                             




b. Iklim  
Iklim Desa Samaenre sebagaimana desa-desa lain diwilayah Indonesia 
mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung 
terhadap pola tanah yang ada di Desa Samaenre Kecamatan Mattirosompe Kabupaten 
Pinrang. 
2. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk 
Penduduk adalah salah satu pendukung kesejahteraan dan pertumbuhan suatu 
daerah atau wilayah. Tiap wilayah memilik penduduk dengan berbagai watak, 
pekerjaan, dan gender. Penduduk adalah orang yang bermukim diwilayah tersebut 
selama enam bulan ataupun lebih. Desa Samaenre dengan jumlah Penduduk 3.122 




Laki-laki Perempuan Jumlah 
1.442 1.680 3.122 
Sumber data: Kantor Desa Samaenre 
Dari table 4.1 menujukkan bahwa jumlah penduduk Desa Samaenre dari 2 (dua) 
dusun adalah 3.122 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 1.442 jiwa sedangkan perempuan 
1.680 jiwa. Kepala keluarga ± 800 KK. Dari jumlah penduduk tersebut sebagian besar 






Pra sekolah SD SMP SMA Sarjana 
305 841 256 668 279 
Sumber data: Kantor Desa Samaenre 
Dari tabel 4.2 menujukan bahwa masyarakat Desa Samaenre dilihat dari 
pendidikan, yang memiliki kualifikasi pendidikan sebagian besar ditingkat 
SD/sederajat 841.  
Tabel 4.3 
Tingkat Pekerjaan 
Petani Pedagang PNS Lain-lain 
1.407 orang 71 orang 64 orang 1.481 orang 
Sumber data: Kantor Desa Samaenre 
Dari tabel 4.3 dapat diketahu bahwa Desa Samaenre merupakan Desa agraris 
(daerah pertanian), maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai 
petani. Tanah di Desa Samaenre sebagian besar diperuntukan untuk Tanah Pertanian 
Sawah, tambak sedangkan sisanya untuk Tanah kering yang merupakan bangunan dan 
fasilitas-fasilitas lainnya. Sejak tahun 1997 sampai sekarang sudah banyak tambak 
yang alih fungsi menjadi lahan pertanian karena tambak pada saat ini kurang 
menjanjikan sementara hasil pertanian selalu mengalami peningkatan, sehingga luas 




Ditinjau dari segi agama seluruh masyarakat Desa Samaenre mayoritas 
beragama islam Desa Samaenre banyak dilakukan kegiatan agamis, dengan adanya 
pelaksanaan kegiatan keagamaan dan peringatan hari-hari besar islam. Beberapa 
kegiatan rutin yang diadakan oleh organisasi keagamaan warga Desa Samaenre seperti 
salawatan ibu majelis taklim, tahlilan dan lain sebagainya. 
B. Pelaksanaan Kerja Sama Antara Tenaga Kerja Migran dengan Pemilik lahan di 
Desa Samaenre Kabupaten pinrang. 
Masyarakat Desa Samaenre yang dominan berprofesi sebagai petani, dengan 
melakukan kerjasama dibidang pertanian antara pemilik lahan dan penggarap untuk 
memenuhi kebutuhan hidup. Manusia sebagai makhluk sosial perlu melakukan 
kerjasama untuk mewujudkan tujuan bersama, ada kegiatan tertentu yang tidak dapat 
dilakukan seorang tanpa bantuan orang lain, kegiatan memerlukan kerjasama antara 
sesama. Didesa Samaenre yang tidak bisa atau tidak mempunyai waktu menggarap 
sawah yang mereka miliki sendiri sehingga mereka merasa perlu melakukan kerjasama 
bagi hasil pertanian. Meski zaman dan teknologi sudah berkembang bukan berarti 
Penduduk desa samaenre meninggalkan pertanian, melainkan Penduduk juga 
melakukan berbagai inovasi. Salah satu inovasi yang dilakukan penduduk adalah 
melakukan kerjasama dengan buruh migran untuk memaksimalkan hasil panen. 
Dalam beberapa dekade terakhir penduduk desa samaenre telah melakukan 




untuk diajak kerjasama dalam pertanian kemudian akan diberikan imbalan bagi hasil 
sesuai kesepakan dengan pemilik lahan. Mayoritas buruh migran yang mencoba 
peruntungan di Desa Samenre berasal dari daerah Polewali Mandar. Kerja sama dalam 
bidang pertanian ini penduduk pendatang banyak menjadi buruh dalam bentuk kerja 
sama dengan pemilik lahan. Dalam hal ini, buruh sebagai penggarap lahan pertanian, 
sedangkan pemilik yang menyediakan lahan, pupuk, bibit, dan lain sebagainya.  
Kesepakatan kerja yang dilakukan antara pemilik lahan dengan penggarap 
umumnya dilakukan secara lisan tanpa ada perjanjian tertulis dan di hadiri saksi. 
Berdasarkan hasil wawancara kepada petani penggarap yaitu Lamaddang ia 
mengatakan 
” Dalam kerja sama yang saya lakukan hanya dilakukan secara lisan tanpa ada 
perjanjian secara tertulis, hanya bertemu langsung dan membicarakan beberapa 
pembahasan mengenai pertanian dan pola bagi hasil yang telah ditentukan. 
(Kamis, 20 Agustus 2020, Pukul 13.10).78  
Seperti yang dikemukakan oleh pemilik lahan yaitu Hj. Remba ia mengatakan 
”Saya melakukan kerja sama dibidang pertanian ini sejak tahun 2008, luas lahan 
yang saya miliki kurang lebih 5 hektar. Dalam kerjasama yang saya lakukan 
secara lisan tanpa ada saksi dari masing-masing pihak. Hal ini dilakukan tanpa 
melibatkan pemerintah daerah. kerjasama yang saya lakukan cukup 
menguntungkan dan memudahkan karena posisi saya sebagai perempuan yang 
tidak bisa mengelolah lahan yang saya milik, sedangkan suami saya yang sudah 
berumur ditambah lagi dia yang tidak terlalu paham masalah pertanian. Dalam 
melakukan kerjsama buruh migran (penggarap) yang saya ajak bekerja sama 
haruslah mempunyai skill dalam membajak dan sudah lama menjadi seorang 
petani, mengenai mekanisme pembagian hasil, jika tiba masa panen gabah dijual 
terlebih dahulu kemudian biaya perawatan, pupuk, pestisida dan lain sebagainya 
dikeluarkan kemudian hasil dibagi sesuai dengan kesepakatan, untuk zakatnya 
sendiri tanggungan dari saya, mengenai penyediaan lahan, pupuk dan biaya 
                                                             




lainnya itu tanggungan saya, buruh migran (penggarap ) hanya tenaga, dan 
waktu. Jika telah selesai panen berakhir pula kerjasama namun jika saya merasa 
sudah cocok dengan buruh migran (penggarap) perjanjian akan tetap dilanjutkan 
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Dalam kontrak kerjasama di Desa Samaenre  pertama antara pemilik lahan dan 
buruh migran melakukan pertemuan secara pribadi kemudian melakukan perjanjian 
dimana mengenai proses kerjasama yang akan dilakukan kurang lebih 6 bulan atau 
selama masa penggarapan hingga siap panen, jika dalam perjanjian telah disepakati 
masing-masing pihak selanjutnya pembahasan bagian yang akan dikerjakan, pemanfaat 
lahan, hak yang harus di penuhi Buruh migran dan biaya selama bekerja, selama masa 
kerjasama berlangsung. Adapun isi perjanjian kerja sama pada masyarakat Desa 
Samaenre antara lain berisi mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, risiko, 
berakhirnya kerjasama, hingga pembagian hasil .Seperti yang di kemukakan bpk Alkal. 
“Setiap memulai kerjasama haruslah ada kesepakatan atau kontrak meski hanya 
secara lisan namun itu dirasa perlu agar kerjasama yang dilakukan jelas. 
Mengenai penyediaan lahan hingga alat pertanian dibicarakan di awal agar 
terhindar dari perselisihan, hak dan kewajiban, pembagian hasil, hingga 
berakhirnya masa kerjasama. Selama menjadi buruh migran konsumsi baik itu 
makanan pokok hingga rokok, biaya pulang kampung adalah tanggungan pemilik 
lahan. jika dalam kerjasama yang dilakukan salah satu dari pihak misalnya buruh 
migran tidak dapat melanjutkan kerjasama tersebut dengan alasan tertentu maka 
tetap akan diberikan upah dari apa iya kerjakan sesuai dengan kesepakatan. 
apabila terjadi gagal panen maka kerugian dominan ditanggung oleh pemilik 
lahan”(Sabtu 24 Agustus, Pukul 19.50)80 
Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti bersama Lamaddang 
(penggarap) yang mengatakan bahwa,  
“Sebelum memulai kerjasama pertama saya bertemu dengan pemilik lahan 
membicarakan perjanjian, mekanisme pengelolaan lahan, hak dan kewajiban dan 
pembagian hasil. untuk penyedian lahan, pupuk dan biaya perawatan ditanggung 
oleh pemilik lahan” (Kamis 20 Agustus 2020, Pukul 13.10).81 
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Mengenai hak dan kewajiban dalam perjanjian kerjasama dibidang pertanian di 
Desa Samaenre ini, bahwa pemilik lahan dan penggarap dimana awal pembicaraan 
yang dilakukan tentu masing-masing terdapat hak dan kewajiban mereka. Adapun hak 
dan kewajiban dari pemilik lahan adalah memberikan izin kepada penggarap untuk 
mengolah lahan, memberikan modal, menerima hasil panen, menyediakan bibit, pupuk 
atau pestisida, dan lain-lain. Sedangkan hak dan kewajiban penggarap, mengelolah 
lahan dan menanam serta merawat tanaman, memberikan hasil panen dan menyerahkan 
kembali tanah garapan kepada pemilik setelah berakhirnya perjanjian. Desa Samaenre 
ini apabilah telah mencapai jangka waktu seperti telah berkahirnya masa panen seperti 
yang dikemukaan oleh Yuliana  
“Jika penggarap masih kuat untuk mengelolah dan selama kerjasama yang 
dilakukan penggarap bersikap jujur dan amanah maka perjanjian tersebut tetap 
dilakukan, namun jika penggarap tidak bisa lagi mengelolah lahan tersebut tidak 
amanah dalam kerjasama maka perjanjian tersebut dapat diakhiri, dan apabila 
hasil panen yang diperoleh tidak memuaskan maka pemilik lahan dapat 
mengakhiri perjanjian kapan saja meski penggarap dalam hal ini masih ingin 
mengelolah lahan tersebut.(Senin 17 Agustus 2020, Pukul 13.00)82 
 
Praktek kerjasama bagi hasil di bidang pertanian merupakan hal yang sudah 
biasa di masyarakat Desa Samaenre ini seperti yang di kemukakan Kepala Desa 
Samaenre Sudirman, S.Kel 
“Bahwasanya didesa samaenre ini kerjasama dibidang pertanian sudah tidak 
asing lagi, kerjasama di bidang pertanin ini sudah cukup lama terjadi dan 
umumnya buruh tani yang mereka gunakan berasal dari luar daerah desa 
samenre. Sepengetahuan saya ada rumpun keluarga yang mempunyai lahan 
pertanian yang cukup luas sehingga mereka membutuhkan tenaga kerja lain 
                                                             




untuk membantu dalam mengelola lahan tersebut dengan perjanjian atau 
kesepakatan yang telah dilakukan diawal. Dalam kegiatan tersebut baik itu 
pemilik lahan maupun penggarap tidak pernah melaporakan atau melakukan 
pencatatan baik itu permerintah desa maupun kecamatan. Jika pun ada terjadi 
perselisihan antara pemilik lahan dan penggarap diselesaikan secara kekeluargan 
namun kekurangan dari kegiatan tersebut sering merugikan penggarap. Selain itu 
kerjasama dibidang pertanian ini sudah menjadi adat kebiasaan didesa tersebut.  
Umumnya buruh tani tersebut berasal dari luar daerah, suku Mandar (polewali). 
Kerjasama dibidang pertanian ini diadakan sebagai bentuk sosial tolong 
menolong yang dapat mempererat tali persaudaraan antara manusia sebagai 
makhluk sosial "(Kamis, 20 Agustus 2020, Pukul 16.00)83 
Manfaat dilakukaannya kerjasama tersebut sebagai bentuk bantuan masyarakat 
kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Pelaksanan kerjasama 
dilakukan atas dasar saling percaya dan kesepakatan antara pemilik lahan dan buruh 
migran (penggarap). Hal ini dijelaskan dalam Al-quran surah Al-Baqarah ayat (2):283 
نَتَهُۥ َن أََمَٰ ي ٱۡؤتُمِّ َن بَۡعُضكُم بَۡعٗضا فَۡليَُؤد ِّ ٱلَّذِّ َ َربَّهُۥۗ ٓ    ۞ فَإِّۡن أَمِّ  َوۡليَتَّقِّ ٱَّللَّ
Terjemahnya: 
“Maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang 
dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah 
SWT tuhannya…”84 
Maksud ayat ini menjelaskan bahwa jagalah kepercayaan dan tanggung jawab 
yang diberikan kepada kamu dalam menjalangkan sesuatu kerjasama guna untuk 
mempertahankan hubungan sosial antara sesama dan mendapatkan berkah Allah SWT 
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84Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 




dari apa yang kamu usahakan. Sikap jujur dalam menunaikan amanah sakit diperlukan 
untuk menjaga dari unsur yang bisa merusak kepercayaan. 
Dalam kerjasama dalam pertanian ini terdapat pemilik lahan dan penggarap. 
1. Pemilik Lahan Pertanian 
Pada wawancara yang dilakukan sipeneliti kepada informan (pemilik lahan), 
menyampaikan beberapa alasan mereka dalam pelaksanaan kerjasama dibidang 
pertanian, yaitu: 
a. Bapak Alkal, menyampaikan bahwa ia melakukan kerjasama dibidang pertanian ini 
kerena ia mempunyai tanah garapan (sawah) yang cukup luas, namun kerena ia 
memiliki kesibukan selain bertani.Selain itu ia juga ingin memberikan kesempatan 
kepada orang lain untuk mengelolah lahan miliknya, dalam bertani kita harus bisa 
memproritaskan, namaun hal itu tidak bisa saya lakukan karena tuntuan kerja yang 
lain, jadi saya memilih bekerja sama dengan buruh migran (penggarap) dengan 
ketentuan-ketentuan pembagian telah disepakati diawal pembicaraan. 
b. Hj. Remba, Dalam bidang pertanian membajak, mengelolah dan perawatan perlu 
tenaga yang cukup kuat dan keahlian, sedangkan saya seorang perempuan dan umur 
sudah cukup tua maka saya tidak bisa turun tangan langsung dalam megelolah lahan 
pertanian yang saya miliki, selain itu suami saya tidak dapat mengerjakan karena 
tidak pahamnya mengelolah lahan tersebut dan umur yang sudah tua. 
c. Yulian, Pun hampir sama dengan H. Remba karena ia seorang perempuan yang tidak 
dapat mengelolah lahan yang ia miliki, kepala keluarga yang seharusnya mengurusi 
lahan tersebut tidak dapat mengelola karena sedang sakit. Jadi saya memutuskan 
kerjasama dengan orang lain yang kurang mampu dan memiliki keahlian dalam 
mengelolah lahan pertanian dan membantu penggarap yang tidak memiliki 
pekerjaan selain bertani.85 
 
2. Penggarap (Buruh Migran) 
                                                             




Selain melakukan wawancara langsung kepada pemilik lahan peneliti juga 
melakukan wawancara langsung kepada buruh migran (penggarap) dan mereka 
mengemukakan beberapa alasannya mengapa melakukan kerjasama dibidang 
pertanian, yaitu: 
a. Lamaddang, melakukan kerjasama dibidang pertanian ini karena tidak memiliki 
pekerjaan yang lain, selain itu untuk memenuhi kebutuhan sehari hari keluarganya 
b. Saba dan udding alasannya hampir sama dengan Lamaddang karena tidak adanya 
pekerjaan lain jadi ia memutuskan bekerja sebagaia buruh tani, tidak adanya lahan 
yang mereka milik membuatnya harus bekerja dilahan milik orang lain dan untuk 
memenuhi kebutuhan sehari hari. Saya perna mencoba peruntungan di negri orang 
sebagai TKI namun dirasanya kurang cocok, jadi saya lebih memilih pulang dan 
bekerja sebagai penggarap.86  
Kendala yang dihadapi sipenggarap cukup beragam seperti hama, cuaca dan 
lain sebagainya yang bisa mempengaruhi hasil panen seperti yang dikemukakan oleh 
Lamaddang  
” Kendala yang sering dihadapi yaitu hama tikus, kutu padi, wereng dan keong 
emas yang sering merusak tanaman padi, rumput liar yang lebih tinggi dari 
tanaman padi dan cuaca yang sering kali tidak bisa diprediksikan seperti pada 
musim tanam kadang terjadi hujan lembat yang bisa menenggelamkan tanaman 
padi, hujan lembat pada masa panen yang bisa merusak dan mempengaruhi 
kualitas padi. (Kamis, 20 Agustus 2020, Pukul 13.10)87 
Mengenai proses kerjasama yang dilakukan antara pemilik lahan dengan 
penggarap, berdasarakan hasil wawancara dari semua informan, bentuk kerja sama 
yang dilakukan antara dua pihak ini pertama mereka membicarakan kesepakatan secara 
lisan, penyediaan bibit, pupuk, lahan, pestisida dan semua biaya perawatan ditanggung 
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oleh pemilik lahan sedangkan penggarap hanya menyediakan tenaga dan waktu. 
Jumlah bibit disediakan oleh pemilik sawah disesuaikan dengan luas lahan yang 
dimiliki, biasanya bibit dipilih langsung oleh si pemilik lahan, pemilihan bibit haruslah 
didasari beberapa pertimbangan salah satunya tanah, dan masa panen atau biasa 
disesuaikan jenis padi yang ditanam sekitar lahan tersebut. Pada proses penanaman 
padi si penggarap tidak melakukan kegiatan itu sendiri tetapi di bantu oleh orang lain 
kemudian biaya yang digunakan di tanggung oleh pemilik lahan. pengelolaan sawah 
mulai dari pembibitan, perawatan hingga siap panen, pemanenan dilakukan oleh pihak 
lain diluar dari pemilik lahan dan penggarap. Sistem pembayaran terhadap pemilik 
mesin panen 10% dari hasil panen. Pembagian hasil panen yang dilakukan umumnya 
dalam bentuk uang. Gabah dijual terlebih dahulu oleh si pemilik lahan kemudian hasil 
penjualan dibagi sesuai dengan kesepakatan antara pemilik lahan dan si penggarap, 
untuk zakatnya sendiri ditanggung oleh pemilik lahan, bentuk seperti inilah yang 
diterapkan oleh masyarakat Desa Samaenre Kabupaten Pinrang.  
Tabel 4.4 
Kerja Sama Pada Masyarakat Desa Samaenre 
No  Kerjasama Penjelasan 
1 Kerjasama antara dua belah 
pihak 
Masyarakat Desa Samaenre yang dominan 
berprofesi sebagai petani, dengan melakukan 
kerjasama dibidang pertanian antara pemilik 
lahan dan penggarap untuk memenuhi 
kebutuhan hidup. Penduduk desa samaenre 
telah melakukan kegiatan kerjasama dengan 
buruh migran. Buruh migran didatangkan dari 




pertanian kemudian akan diberikan imbalan 
bagi hasil sesuai kesepakan dengan pemilik 
lahan, proses kerjasama yang akan dilakukan 
kurang lebih 6 bulan atau selama masa 
penggarapan hingga siap panen. 
2 Proses Kerjasama proses kerjasama yang dilakukan antara 
pemilik lahan dengan penggarap, 
berdasarakan hasil wawancara dari semua 
informan, bentuk kerja sama yang dilakukan 
antara dua pihak ini pertama mereka 
membicarakan kesepakatan secara lisan, 
penyediaan bibit, pupuk, lahan, pestisida dan 
semua biaya perawatan ditanggung oleh 
pemilik lahan sedangkan penggarap hanya 
menyediakan tenaga dan waktu. Sistem 
pembayaran terhadap pemilik mesin panen 
10% dari hasil panen. Pembagian hasil panen 
yang dilakukan umumnya dalam bentuk 
uang. Gabah dijual terlebih dahulu oleh si 
pemilik lahan kemudian hasil penjualan 
dibagi sesuai dengan kesepakatan antara 
pemilik lahan dan si penggarap. 
 
C. Analisis Akad Muzaraah Terhadap Pola Kemitraan Buruh Migran Dengan 
Pemilik Lahan 
Islam mengajarkan ummatnya untuk saling membantu dan meringankan beban 
orang lain, tolong menolong yang mengeratkan tali silahturahim antara pemilik lahan 
dan buruh migran (penggarap). Kerjasama yang dilakukan pemilik lahan dan buruh 
migran (penggarap) tidaklah dilarang dalam islam asalkan tetap sesuai syariat islam. 




penggarap dimana pemilik lahan memberikan lahannya untuk dikelolah oleh buruh 
migran (penggarap) dengan imbalan yang telah disepakati diawal perjanjian. Dalam 
akad muzara’ah pada umumnya si pemilik lahan sebagai penyedia lahan, bibit, pupuk 
dan semua biaya perawatan selama masa tanam hingga panen, sedangkan penggarap 
hanya menyediakan waktu dan tenaganya. Ulama Hambali mendefinisikan, muzara’ah 
adalah pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang 
bekerja diberi bibit. Menurut al-Syafi’i berpendapat bahwa muzara’ah adalah transaksi 
antara penggarap (dengan pemilik tanah) untuk menggarap tanah dengan imbalan 
sebagian dari hasil yang keluar dari tanah tersebut dengan ketentuan bibit dari pemilik 
tanah. Dan menurut Syaikh Ibrahim al-Bajuri bahwa muzara’ah adalah pekerja 
mengelola tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik 
tanah,88  
Sistem Pengolahan Lahan Pertanian Sebelumnya telah dipaparkan bahwa akad 
muzara’ah merupakan bentuk transaksi yang disepakati antara pemilik lahan dengan 
buruh migran untuk mengelola lahan tersebut dengan memberikan imbalan dan pada 
waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dari hasil observasi dan 
wawancara yang peneliti lakukan, sistem pengolahan pertanian yang dilakukan oleh 
warga masyarakat  Desa Samaenre pun tidak jauh dari gambaran umum di atas, kecuali 
dalam beberapa hal teknis yang memiliki perbedaan-perbedaan tertentu. Sistem Buruh 
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Tani Sistem ini berupa kerjasama di mana petani menggarap lahan pertanian dengan 
mendapatkan upah tertentu dari pemilik lahan. Modal pertanian seperti bibit, pestisida, 
dan pupuk, menjadi tanggung jawab pemilik lahan. Konsumsi tempat tinggal untuk 
Buruh Migran  juga disediakan oleh pemilik lahan. Sistem Bagi Hasil Sistem yakni 
dilakukan oleh dua pihak yaitu pemilik lahan dan buruh migran. Pengelolaan lahan 
dilakukan sepenuhnya oleh buruh migran. Keduanya bersepakat tentang pembagian 
hasil pertanian. Dalam pengelolaan lahan, buruh migran berkewajiban memelihara 
tanaman dan melakukan pengairan ketika saatnya tiba. Adapun modal pertanian 
biasanya berasal dari pemilik lahan. Pembagaian hasil antara pemilik lahan dan buruh 
migran di Desa Samaenre ini biasanya ditetapkan awal akad dilakukan. Seperti yang 
dikatakan kepala desa samaenre 
“ Didesa samaenre terkhusus di Dusun Cappakal, masyarakat yang melakukan 
kerjasama dibidang pertanian ini adalah mereka yang memiliki lahan yang cukup 
luas, mekanisme kerjasama yang mereka lakukan untuk penyediaan lahan, bibit 
dan alat pertanian adalah tanggungan pemilik lahan dan untuk penggarap sendiri 
hanya menyediakan tenagah dan waktunya, masyarakat Samaenre ini lebih 
memilih melakukan kerjasama dengan orang luar daerah samaenre disebabkan 
lebih efektifnya hasil yang mereka dapat, sebelum melakukan kerjasama antara 
pemilik lahan dan penggarap mereka melakukan perjanjian dimana mengenai 
porsi pembagian hasil, dan menyakut berakhirnya masa kerjasama” (Kamis, 20 
Agustus 2020, Pukul 16.00) 
Jumhur ulama menetapkan rukun dan syarat yang harus dipenuhi, agar akad 
muzara’ah itu menjadi sah, yaitu Ijab qabul (akad), Penggarap dan pemilik tanah (akid), 
Adanya obyek (ma’qud ilaih).89 Ijab dan qabul artinya ikatan antara pemilik tanah dan 
                                                             




penggarapnya. Suatu akad akan terjadi apabila ada ijab dan qabul, baik dalam bentuk 
perkataan atau dalam bentuk pernyataan yang menunjukkan adanya persetujuan kedua 
belah pihak dalam melakukan akad tersebut Ma’qud ilaih adalah benda yang berlaku 
pada hukum akad atau barang yang dijadikan obyek pada akad. Ia dijadikan rukun 
karena kedua belah pihak harus mengetahui wujud barangnya, sifat keduanya serta 
harganya dan manfaat apa yang di ambil. Adapun syarat-syarat muzara’ah, Syarat yang 
menyangkut orang yang berakad: keduanya harus sudah baliq dan beraka, Syarat yang 
menyangkut benih yang akan ditanami harus jelas, sehingga benih yang akan ditanam 
harus jelas, sehingga benih yang akan ditanam itu jelas dan akan menghasilkan, Syarat 
yang menyangkut tanah pertanian sebagai berikut: Menurut adat dikalangan para 
petani, tanah itu boleh digarap dan menghasilkan. Jika tanah itu tanah tandus dan kering 
sehingga tidak memungkinkan untuk dijadikan tanah pertanian, maka akad muzaraah 
tidak sah. Batas-batas tanah itu jelas. Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani 
untuk digarap. Apabila disyaratkan bahwa pemilik tanah ikut mengelolah petani itu 
maka akad muzara’ah tidak sah, Syarat-syarat yang menyangkut dengan hasil panen 
sebagai berikut: Pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak harus jelas. Hasil 
itu benar-benar milik bersama orang yang berakad tanpa boleh ada pengkhususan. 
Pembagian hasil panen itu ditentukan: setengah, sepertiga, atau seperempat, sejak dari 
awal akad, sehingga tidak timbul perselisihan di kemudian hari, dan penentuannya 
tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak, seperti satu kwintal untuk 
pekerja, atau satu karung, karena kemungkinan seluruh hasil panen jauh di bawah itu 




harus dijelaskan dalam akad sejak semula, karena akad muzara’ah mengandung makna 
akad al-ijarah (sewa-menyewah atau upah-mengupah) dengan imbalan sebagian hasil 
panen. Oleh sebab itu, jangka waktunya harus jelas. Untuk penentuan jangka waktu ini 
biasanya disesuaikan dengan adat setempat, Untuk objek akad, jumhur ulama yang 
membolehkan muzara’ah, mensyaratkan juga harus jelas, baik berupa jasa petani, 
sehingga benih yang akan ditanam datangnya dari pemilik tanah, maupun pemanfaatan 
tanah.90 
Berdasarkan pola kemitraan yang dilakukan pemilik lahan dan buruh migran di 
desa Samaenre peneliti menlihat bahwa praktek itu memenuhi syarat dan rukun 
muzara’ah. Peneliti melihat beberapa alasan dari hasil wawancara dalam menarik 
Pertama, melihat akad kerjasama yang dilakukan di Desa Samaenre memiliki 
kesesuaian dengan akad muzara’ah. Meskipun akad yang digunakan di Desa Samaenre 
tidak menyebutkan secara spesifik sebagai akad muzara’ah, namun secara substansial 
akad tersebut mencakup dari akad muzara’ah. Kedua, muatan perjanjian yang 
dilakukan di Desa Samaenre memiliki kesesuaian dengan akad muzara’ah. Adapun 
muatan perjanjian di Desa Samaenre berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu 
buruh migran Saba mengatakan, 
“Dari awal perjanjian atau kerjasama mengenai penyediaan lahan, bibit, pupuk 
dan biaya perawatan menjadi tanggung jawab pemilik lahan” (Senin 24 Agustus 
2020, Pukul 19.35).91  
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Berdasarkan wawancara di atas muatan perjanjian di Desa Samaenre adalah 
pembagian porsi kerja dan tanggung jawab, pembagian hasil panen, serta jangka waktu 
kerjasama. Jika dikaitkan dengan akad muzara’ah maka muatan perjanjian diatas sesuai 
dengan aturan fikih muamalah. Dimana dalam fikih muamalah dijelaskan bahwasanya 
dalam akad muzara’ah  menyangkut orang yang berakad, benih yang akan ditanam, 
lahan yang akan dikerjakan, hasil yang akan dipanen, dan menyangkut jangka waktu 
berlakunya akad. 
Kerja sama pertanian harus terdiri dari pemilik tanah dan penggarap agar bisa 
melaksanakan akad, yang artinya kedua belah pihak haruslah orang-orang yang matang 
dan berakal sehat, karena kedua syarat ini membuat satu orang dianggap memahami 
hukum. Pelaksanaan perjanjian kerja sama di desa Samaenre terkait dengan orang-
orang yang menandatangani kontrak dengan pemilik tanah dan pekerja migran, yang 
merupakan orang-orang yang dewasa (dewasa) dan berakal sehat (tidak gila). Pemilik 
lahan sebagai penyedia lahan, bibit, pupuk dan biaya perawatan kemudian buruh 
migran sebagai pengelolah. Berdasarkan informasi di atas, praktek perjanjian 
kerjasama pertanian terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh semua tergugat di 
Desa Samaenre sudah sesuai dengan akad yang berlaku.  
Dalam akad muzara’ah pembagian hasil antara pemilik lahan dan penggarap 
menjadi hal yang pokok untuk di tetapkan diawal akad untuk menghindari ketidak 
jelasan dan adanya pihak yang dizolimi. Bagi hasil merupakan transaksi pengolahan 




seperti itu dikaitkan dengan praktek muzara’ah, dengan kata lain disebut bagi hasil 
pertanian. Adapun syarat mengenai hasil panen, pertama pembagian hasil panen harus 
jelas, kedua hasil panen tersebut benar-benar milik pemilik lahan yang berakad tanpa 
ada penguasaan khusus, Desa samaenre sendiri mengenai pembagian hasil panen 
ditentukan awal berakad untuk menghindari kesalah pahaman. Untuk pembagian hasil 
kerja sebagai mana yang di utarakan oleh informan Hj.Remba 
“Pembagian hasil panen yakni dengan cara melakukan pengurangan biaya selama masa 
penanaman hingga panen tiba merupakan kebiasaan, pengurangan biaya, bibit, pupuk, 
pestisida dan biaya perawatan lainnya, kemudian dibagi dengan presentase 91% : 9%. 
Dari lahan kurang lebih 5 hektar  dengan hasil panen Rp.200.000.000,00 (penghasil 
kotor), kemudian pengeluaran biaya selama masa kerjasama Rp.35.000.000,00, 
penghasil bersih Rp.165.000.000,00 Jadi untuk pemilik lahan sebanyak 150.000.000,00 
sedangkan untuk penggarap sebanyak 15.000.000,00 Umumnya masing-masing pihak 
telah mengetahui prestasi pembagian hasil tersebut karena telah dikemukakan di awal 
perjanjian ” (Senin 17 Agustus 2020, Pukul 10.00).92 
Akad muzara’ah dianggap selesai jika tujuannya sudah tercapai yaitu panen, 
namun dalam beberapa keadaan akad tersebut selesai walaupun tujuannya belum 
tercapai, Pertama Selesainya masa tanam menanam Akad dengan sendirinya selesai 
jika maksud dan tujuannya tercapai, namun jika waktu yang disepakati telah habis, dan 
tanaman belum panen maka akadnya berlanjut hingga panen dan hasil dibagi dua sesuai 
kesepakatan, hal itu demi menjaga maslahat kedua belah pihak. Pada kondisi ini 
pembiayaan untuk tanaman baik itu pemeliharaan, irigasi, adalah tanggung jawab 
kedua belah pihak sesuai bagiannya masing-masing yang telah disepakati. Kedua 
wafatnya salah satu yang berakad Menurut jumhur fukaha, akad muzara’ah tidak 
                                                             




selesai begitu saja dengan wafatnya salah satu yang berakad seperti halnya yang 
berlaku pada akad ijarah yang apabila salah satu yang berakad meninggal dunia maka 
secara otomatis akadnya terhenti, namun ada juga pendapat yang mengatakan bahwa 
akadnya terhenti otomatis. Jika pemilik tanah meninggal dunia sedangkan tanaman 
belum panen maka kesepakatan berlanjut antara pengelolah dengan ahli waris dari 
pemilik tanah, dan jika yang meninggal adalah pengelolah maka ahli warisnya yang 
melanjutkan penggarapan, dan mereka tidak berhak diupah atas pekerjaan yang mereka 
lakukan, karena sejatinya mereka sedang melanjutkan kesepakatan sebelumnya. Ketiga 
Pembatalan akad Akad dianggap terhenti dengan pembatalan dari salah satu pihak, 
dengan syarat pembatalan tersebut terjadi sebelum prosesnya belum dimulai, namun 
menurut mazdhab Hanafi pembatalan boleh dilakukan kendati prosesnya telah dimulai 
dan sedang berjalan, yaitu dalam kondisi mendesak, seperti lilitan hutang pemilik 
tanah, dan jatuh sakitnya si pengelolah tanah sehingga tidak bisa melanjutkan 
penggarapan, menurutnya juga akad muzara’ah itu adalah akad yang mengikat 
terhadap pihak yang tidak mengeluarkan bibit, maka pihak yang tidak memiliki bibit 




No Muzara’ah Penjelasan 
1 Muzara’ah Muzara’ah merupakan istilah yang 
digunakan dalam kontrak antara petani dan 
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pemilik tanah, hasilnya dibagi antara 
keduanya, kerja sama pengolahan 
pertanian antara pemilik lahan dan 
penggarap, dimana pemilik lahan 
memberikan lahan pertanian kepada 
penggarap untuk ditanami dan dipelihara 
dengan imbalan bagian tertentu dari hasil 
panen. rukun muzara’ah ialah akad, ijab 
kabul antara pemilik lahan dan pengelolah 
lahan. Secara rinci jumlah rukun 
muzara’ah ada empat, pemilik, pengelolah,  
lahan, akad. Sistem pengolahan pertanian 
yang dilakukan oleh warga masyarakat  
Desa Samaenre pun tidak jauh dari 
gambaran umum di atas pola kemitraan 
yang dilakukan pemilik lahan dan buruh 
migran di desa Samaenre peneliti melihat 
bahwa praktek itu memenuhi syarat dan 
rukun muzara’ah. Peneliti melihat 
beberapa alasan dari hasil wawancara 
dalam menarik Pertama, melihat akad 
kerjasama yang dilakukan di Desa 
Samaenre memiliki kesesuaian dengan 
akad muzara’ah. Meskipun akad yang 
digunakan di Desa Samaenre tidak 
menyebutkan secara spesifik sebagai akad 
muzara’ah, namun secara substansial akad 
tersebut mencakup dari akad muzara’ah. 
Kedua, muatan perjanjian yang dilakukan 
di Desa Samaenre memiliki kesesuaian 
dengan akad muzara’ah 
2 Bagi hasil Bagi hasil adalah pembagian penghasilan 
yang diperoleh dengan hasil yang 
disepakati kedua belah pihak, jika 
penggarap memperoleh hasilnya, hasilnya 
akan dibagi sesuai kesepakatan, 




penggarap menjadi hal yang pokok untuk 
di tetapkan diawal akad untuk menghindari 
ketidak jelasan dan adanya pihak yang 
dizolimi. Bagi hasil merupakan transaksi 
pengolahan bumi dengan (upah) sebagian 
hasil yang keluarkan. Desa samaenre 
sendiri mengenai pembagian hasil panen 
ditentukan awal berakad untuk 
menghindari kesalah pahaman, Pembagian 
hasil panen yakni dengan cara melakukan 
pengurangan biaya selama masa 
penanaman hingga panen tiba merupakan 
kebiasaan, pengurangan biaya, bibit, 
pupuk, pestisida dan biaya perawatan 
lainnya umumnya masing-masing pihak 
telah mengetahui prestasi pembagian hasil 
tersebut karena telah dikemukakan di awal 
perjanjian. 
 
D. Dampak kerjasama dibidang pertanian pada Aspek Ekonomi Buruh Migran di 
Desa Samaenre Kabupaten pinrang 
Kesejahteraan oleh sebagian masyarakat selalu dikaitkan dengan konsep 
kualitas hidup. Konsep kualitas hidup merupakan gambaran tentang keadaan 
kehidupan yang baik. World Health Organization mengartikan kualitas hidup sebagai 
sebuah persepsi individu terhadap kehidupannya di masyarakat dalam konteks budaya 
dan sistem nilai yang ada yang terkait dengan tujuan, harapan, standar, dan juga 
perhatian terhadap kehidupan. Konsep ini memberikan makna yang lebih luas karena 




sosial individu dengan lingkungannya.94 Kesejahteraan material dan spiritual 
merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam proses. Hal ini menunjukkan bahwa 
keberhasilan haruslah dicapai tidak saja dalam aspek material, tetapi juga dalam aspek 
spiritual. Ketika sebuah proses hanya diarahkan untuk mencapai keberhasilan material 
maka bisa dipastikan kesejahteraan masyarakat yang diinginkan tidak akan bisa 
tercapai. Masyarakat akan merasakan kehidupan yang hampa dan tanpa makna 
meskipun semua fasilitas tersedia.95 
Dalam kerjasama yang dilakukan saling rela sama rela antara pemilik lahan dan 
penggarap, sehingga kehidupan bermasyarakat di Desa Samaenre sangat harmonis. 
Pemilik lahan dan petani tidak hanya dibatasi oleh pekerjaan, tetapi juga memiliki 
hubungan kekeluargaan. Tidak ada paksaan di antara mereka, keduanya bekerja dengan 
pikiran yang tenang dan mau mengembangkan kebiasaan baik yang diterapkan pada 
masyarakat. Hubungan kerjasama dibidang pertanian antara pemilik lahan dan buruh 
migran terdapat perjanjian bagi hasil sesuai dengan kesepakatan bersama, dari 
kerjasama bagi hasil yang dilakukan dapat meningkatkan taraf kehidupan keluarga 
yang memang menggantungan kehidupannya dibidang pertanian. Seperti yang 
dikemukakan Saba  
“Kegiatan bagi hasil ini cukup baik secara finansial, sebelum melakukan 
kerjasama dibidang pertanian saya pernah ke Malaysia mencoba peruntungan 
namun saya rasa kurang cocok. Saya memutuskan kembali dan ikut teman ke 
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Desa Samaenre sebagai buruh tani, selama kegiatan kerjasama bagi hasil dapat 
meningkatkan pendapatan, dan Alhamdulillah dari kerjasama tersebut saya dapat 
membeli Motor dan untuk memenuhi kebutuhan hidup” (Sabtu 22 Agustus 2020, 
Pukul 19.35)96 sedangkan Lamaddang  
“Dampak dari kegiatan kerjasama bagi hasil secara ekonomi yang saya rasakan 
dapat memenuhi kebutuhan keluarga, menyekolahkan anak. Kerjasama dibidang 
pertanian ini sudah cukup lama saya lakukan kurang lebih 10 tahun dengan 
pemilik lahan yang berbeda. (Kamis 20 Agustus 2020, Pukul 13.10)97 
Dari beberapa informasi yang di kemukakan oleh informan (penggarap) di Desa 
Samaenre menujukkan kerjasama bagi hasil yang dilakukan antara pemilik lahan dan 
buruh migran memberikan dampak positif secara finansial. Sistem bagi hasil pertanian 
tersebut di atas, selain meningkatkan rasa persatuan, mempererat tali silaturahmi, dan 
gotong royong antara warga desa atau masyarakat pendatang dengan pemilik tanah, 
tampaknya membawa manfaat bagi kedua belah pihak, dan juga dapat meningkatkan 
pemupukan atau meningkatkan hasil perkapita mereka. Artinya melalui sistem bagi 
hasil pertanian, pertumbuhan ekonomi masyarakat di Desa Samaenre secara umum 
nampaknya mampu memenuhi kebutuhan keluarganya khususnya kebutuhan para 
pekerja migran (penggarap). Dengan demikian, jika diperhatikan beberapa keterangan 
singkat yang dikemukakan oleh petani penggarap di atas, maka dapat disimpulkan 
bahwa dampak bagi hasil terhadap aspek perekonomian petani penggarap adalah 
berdampak positif, yakni menambah penghasilan pendapatan sekaligus dapat 
meningkatkan taraf perekonomian para petani penggarap, sehingga kebutuhan hidup 
keseharian mereka dapat terpenuhi. 
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Perubahan dalam kehidupan mereka yang sebelumnya petani penggarap 
membeli beras setiap harinya tetapi setelah melakukan kerjasama muzara’ah mereka 
tidak lagi membeli beras karena sudah mendapatkan bagian hasil dari kegiatan tersebut 
dan dapat memenuhi kebutuhan pokoknya serta membeli kebutuhan sekunder dan 
tersier. Dari salah satu informan mengatakan bahwa dari kerjasama yang mereka 
lakukan cukup memberikan dampak yang baik dalam pemenuhan kebutuhan primer, 
kebutuhan sekunder bahkan kebutuhan tersier seperti televisi, 1 kendaraan bermotor, 
smartphone, dan lemari es. 
Tabel 4.6 
Kesejahteraan dalam Meningkatkan Kualitas Hidup dan Ekonomi 
No. Kesejahteraan Penjelasan 
1 Kualitas Hidup  Konsep kualitas hidup merupakan gambaran 
tentang keadaan kehidupan yang baik. 
Masyarakat di Desa Samaenre yang 
melakukan kerjasama dibidang pertanian 
menujukkan kerjasama bagi hasil yang 
dilakukan antara pemilik lahan dan buruh 
migran memberikan dampak positif baik 
secara material maupun secara spiritual, ini 
bisa dilihat dalam kerjasama bermasyarakat 
di Desa Samaenre sangat harmonis. Pemilik 
lahan dan petani penggarap bukan saja diikat 





2 Konsep Ekonomi Melalui sistem bagi hasil pertanian, kondisi 
perekonomian masyarakat di Desa Samarele 
secara umum terlihat mampu memenuhi 
kebutuhan keluarganya, terutama Buruh 
migran (penggarap).Dengan demikian, jika 
diperhatikan beberapa keterangan singkat 
yang dikemukakan oleh petani penggarap di 
atas, maka dapat disimpulkan bahwa dampak 
bagi hasil terhadap aspek perekonomian 









Kerjasama dibidang pertanian antara pemilik lahan dan penggarap untuk 
memenuhi kebutuhan hidup, penduduk desa samaenre telah melakukan kegiatan 
kerjasama dengan buruh migran. Buruh migran didatangkan dari daerah lain untuk 
diajak kerjasama dalam pertanian kemudian akan diberikan imbalan bagi hasil sesuai 
kesepakan dengan pemilik lahan. Mayoritas buruh migran yang mencoba peruntungan 
di Desa Samenre berasal dari daerah Polewali Mandar.pelaksanaan kerjasama dibidang 
pertanian di Desa Samaenre Kecamatan Mattirosompe Kabupaten Pinrang, mayoritas 
masyarakatnya masih dibuat dalam bentuk tidak tertulis karena masih menggunakan 
adat kebiasaan setempat, dimana dalam isi perjanjian tersebut diantaranya adalah hak 
dan kewajiban masing-masing pihak, risiko, lamanya waktu kerja sama, pembagian 
hasil dan bentuk pembagian hasil. 
Muzara’ah adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap dimana 
pemilik lahan sebagai penyedia lahan, bibit, puput dan alat pertanian sedangkan 
penggrap (buruh migran) menyediakan waktu dan skill.menetapkan rukun dan syarat 
yang harus dipenuhi, agar akad muzara’ah itu menjadi sah, yaitu Ijab qabul (akad), 
Penggarap dan pemilik tanah (akid), Adanya obyek (ma’qud ilaih) syarat-syarat 
muzara’ah, Syarat yang menyangkut orang yang berakad: keduanya harus sudah baliq 




benih yang akan ditanam harus jelas, sehingga benih yang akan ditanam itu jelas dan 
akan menghasilkan. Pembagaian hasil antara pemilik lahan dan buruh migran di Desa 
Samaenre ini biasanya ditetapkan awal akad, pembagian hasil pertaniannya juga 
dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Untuk mengadakan 
perjanjian bagi hasil tersebut didasarkan pada inisiatif kedua belah pihak pemilik lahan 
dan penggarap.Sistem muzara'ah dalam hukum Islam merupakan sistem dimana 
dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. 
Dalam bisnis ini, kedua belah pihak akan membagi keuntungan antara dua pihak atau 
lebih. Distribusi keuntungan dalam sistem lahan pertanian pada awal kontrak (akad). 
Jumlah yang ditentukan dalam bentuk bagi hasil antara kedua pihak ditentukan sesuai 
dengan kesepakatan kedua belah pihak, dan harus dilakukan atas dasar sukarela para 
pihak, dan tidak ada paksaan. 
Berdasarkan dari hasil penelitian yang peneliti lakukan maka dapat diketahui 
bahwa pelaksanaan muzara’ah yang terjadi Desa Samaenre Kecamatan Mattirosompe 
Kabupaten Pinrang dapat meningkatkan kesejahteraan petani penggarap. Jika 
sebelumnya petani penggarap hanya mendapatkan penghasilan dari buruh serabutan 
yang ha silnya pun tidak menentu dan masih harus membeli kebutuhan dasar makanan 
seperti beras setiap hari, kini setelah mereka menjadi petani penggarap melakukan 
kerjasama muzara’ah, mereka tidak lagi membeli beras karena sudah mendapatkan 




dan kebutuhan tersier seperti barang-barang elektronik televisi, kulkas, handphone, 
kendaraan bermotor 
B. Saran  
Berdasarkan kesimpulan penelitian ini maka penulis memberikan saran : 
1. Dalam pelaksanaan akad muzara’ah sekarang ini harus disesuaikan dengan 
perkembangan zaman.  
2. Perlunya ada toleransi antara kedua belah pihak dalam menjalankan akad kerja 
sama muzara’ah, agar terciptanya keadilan dan tidak ada yang terzolimi antara 
kedua belah pihak. 
3. Di awal perjanjian, perjanjian kerja sama pertanian yang ditandatangani di Desa 
Samaenre harus menggunakan perjanjian tertulis dan didampingi oleh banyak 
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Daftar pertanyaan: tokoh masyarakat 
1) bagaimana potensi pertanian yg ada di desa samaenre ? 
2) Berapa jumlah penduduk yang bekerja sebagai petani menurut tingkat 
pendidikan di desa samaenre? 
3) berapa jumlah buruh migran yg ada di desa samaenre? 
4) Dari dearah mana saja asal buruh migran yang bekerja di desa samenre 
5) Berapa penghasilan petani pada saat panen? 
6) Apa saja faktor yang mendorong masyaraka melakukan kerjasama pertanian? 
7) Bagaiman pendapat anda mengenai pola kerja sama antara buruh migran dan 
pemilik lahan yang ada di desa samaenre.? 
8) Sejak kapan kerjasama dibidang pertanian didesa samaenre ini dimulai ? 
9) Bagaimana dampak kerjasama pertanian terhadap perekonomian masayarakat 
samaenre ? 
10) Apakah ada aturan tertulis ataupun adat yang mengatur kerjasama pertanian 
didesa samaenre? 
11) Apakah ada sistem pelaporan dan pencatatan kerjasama yg ada didesa 
samaenre?  
12) Apakah ada peran pemerintah atau tokoh masyarakat dalam penetapan 
pembagian hasil kerja sama ini ? 
13) Pernakah masyarakat memiliki keluhan ataukah masalah kerjasama pertanian 
ini ? 
14) apakah masyarakat desa samaere mengetahui adanya hukum Islam terkait 






Daftar Pertanyaan: pemilik lahan 
1) Sudah berapa lama anda melakukan kerjasama dalam pertanian? 
2)  Berapa luas sawah yang anda miliki? 
3)  Apa alasan anda mau melakukan kerjasama dibidang pertanian ini? 
4)  Apakah anda mengetahui adanya hukum Islam terkait kerjasama dalam 
pertanian? 
5) Dalam melaksanakan kerjasama sawah yang anda lakukan apakah dilakukan 
secara tertulis dan ada saksi dari masing-masing pihak (pemilik dan penggarap 
sawah)? Jika tidak secara tertulis, bagaimana cara untuk mengatur hak dan 
kewajiban bagi anda sebagai pemilik? 
6) Apakah kerjasama yang anda lakukan dilaporkan dan dicatatkan kepada Kepala 
Desa atau Camat?  
7) Biasanya, berapa lama jangka waktu kerjasama tersebut dilakukan? 
Menggunakan sistem tahun kalender ataukah berdasarkan jumlah panen, 
misalnya tiga kali panen? Siapakah yang menentukan jangka waktu/lamanya 
perjanjian bagi hasil tersebut? 
8) Apakah ada syarat khusus agar dapat diizinkan untuk menjadi penggarap dari 
sawah milik anda? Misalnya jaminan uang atau jaminan benda? 
9) Pembagian hasil panen dilakukan dalam bentuk beras atau sudah dalam bentuk 
uang? Jika dalam bentuk uang, siapakah yang menjual hasil panen tersebut? 
10) Apakah hasil panen dikeluarkan zakatnya jika telah mencapai nisab? Jika 
dikeluarkan zakatnya, apakah dibagi terlebih dahulu hasilnya untuk pemilik dan 
penggarap baru kemudian dikeluarkan zakatnya, atau dikeluarkan zakatnya 
sebelum dibagi? 
11) Apakah pernah terjadi gagal panen atau mengalami kerugian selama 
melaksanakan kerjasama ini? Jika pernah terjadi kerugian/gagal panen, 
siapakah yang menanggung kerugian tersebut? Jika dibagi bersama, 




12) Siapa yang menetukan pembagian rugi tersebut dan apakah sudah diperjanjikan 
di awal kerjasama dibuat? 
13) Bagaimana jika masih dalam jangka waktu kerjasama yang dilakukan ada salah 
satu pihak tidak mampu melanjutkan? Tidak mampu yang dimaksud bisa 
karena penggarap sakit, atau sebab lainnya. Selain itu bisa karena pemilik 
membutuhkan dana sehingga tanahnya harus dijual untuk membayar utang. 
Maupun sebab lainnya.? 
14) Apa saja hambatan dan kendala yang dihadapi selama melakukan kerjasama? 
Bagaimana cara menghadapi/mengatasi hambatan tersebut? 
15) Pernahkan terjadi konflik atau perselisihan antara pemilik dan penggarap dalam 
berjalannya kerjasama? Jika pernah, seperti apakah rincian konflik atau 
perselisihan tersebut dan bagaimana cara menyelesaikannya? 
16) Apakah dampak bagi bapak/ibu dan keluarga selama menjalani kerjasama ini? 
17) Bagaimana menurut bapak/ibu terkait pelaksanaan kerjasama yang selama ini 
telah dilakukan? 
18) Apakah menurut bapak/ibu sudah baik dan adil, serta tidak ada pihak yang 
dirugikan baik selaku pemilik sawah maupun penggarap sawah? Jika belum 
baik, apakah itu? Mohon dijelaskan lebih lanjut. 
19) Apa pendapat maupun saran anda untuk pelaksanaan kerjasama tanah pertanian 
sawah agar dilakukan dengan lebih baik?  
Daftar pertanyaan penggarap 
1) Berapa lama anda menjadi penggarap sawah? 
2) Berapa kali masa tanam dalam tanah pertanian selama 1 tahun? 
3) Tanah pertanian tersebut ditanami apa saja dalam kurun waktu 1 tahun? 
4) Aturan-aturan apa saja yang diberikan oleh pemilik tanah terhadap pihak 
penggarap sawah seperti anda? 
5) Apa saja hak dan kewajiban anda selaku penggarap sawah? 




7) Apa saja kendala yang dihadapi petani dalam menanam tanaman? 
8) Pernahkah terjadi konflik antara anda dengan pemilik sawah dan bagaimana 
cara mengatasi konflik tersebut? 
9) Bagaimanakah cara mengatasi tanaman di saat cuaca buruk seperti masa 
penghujan maupun masa kekeringan? 
10) Siapakah yang menjual hasil panen dalam bagi hasil pertanian ini? 
11) Berapa hasil yang anda dapatkan setelah hasil panen ini terjual? 












(Hj.Remba, Senin 17 Agustus 2020, pukul 10.00) 
Pemilik Lahan  





(Kepala Desa Samaenre, Kamis 20 Agustus 2020, pukul 16.00) 






(Saba, Sabtu 20 Agustus 2020, pukul 19.35) 
Buruh Migran 
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